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ABSTRACT 

OPEN SELECTION IMPLEMENTATION OF HIGH l'RATAMA 
LEADERSHIP POSITIONS IN GOVl:RNMENT OF 

TANA TIDUNG DISTRICT 

Muna\\·ir Sazjali 
na,Yir, ktt1a· gn1a ii.com 

Graduate Program 
Universitas Terbuka 

()fJt'll selection oj· high J>rata111a leadership positions is an e.ff()rf to arrange 
go1 ·c1·11111c11 t apparatus /~1 · f Jlaci11g the rig ht peup! I! i 11./i 11 i ng ;;os i tions accvrlli11g to 
c1ge11c.r neecls. J"he Tana Ticl11ng Rel!,ell(V H11111a11 Resources and L)evt:>/OJJn1c11t 

Age11l:v as the in1pie1nentor o.f open selection policy is guided by' the Regulation a.f· 
the i\1inister a.I· Ad1ninistrative Re_form and Bureaucratic Re_/Orn1 Nun1ber 13 of· 
2014. !n11Jlen1e11ted heginning in 2015 to 2017 to _fill the post o.f· chairmanship o.f· 
the se1ninarians 'pratania high, hut ./'ailed to get the required ofjicials. On the 
}Jrocess oj· im1J/en1entatio11 are J011ncl various ohstac!es irregularities 1vith the 
rules in .force, }Jarticu/arry on the number (?/. partici1Ja11ts selection vet)' less 
because of the Iott' interest of.civil servants to fOllol'i' the selection. This stud_v aiins 
to determine the implernentation o./"01Jen selection a./· senior leadershijJ JJOsition5 
in the Tana Tidung Regenc.v Govern1nent anll to ident!f.v the inhibiting JO.ctors for 
the i1nplementation o.f'the open selection. This study· uses a descriptive qualitative 
methocl, l'i1ith data collection techniques through in-depth intervieu.:<;, ohscrvatio11 
(observation) and documentation. The selection of it(/Ormants used pur11osive 
sampling with if!/Ormants, namely· Regional Secretary1, Head o,f Human Resources 
(Ind Development Agenc_v, Head of ,4pparatus HR Competency Development 
Division, Head (~f Emp/O}'Ce Competenc)· Development Sub-5'ector, and 
Participants in Primary· High lea(fership Selection. Data anal;'sis methods used 
are data reduction, data presentation and conclusion tlrawing. The conclusion of· 
this research is that the implementation of· open selection o,f· high ranking 
leadership positions in the Tana Tidung Regenl}' Government has not run 
optimally as e."¥pected, especially· in the m1~\·match benveen the implementation of· 
the RB Perme11pan Rule Numher 13 of 2014 and the number o.f.participants due to 
lo1v interest and rnotivation.f"rom civil servants to tt1ke part in the selection, tvhich 
is tlue to the spirit o.f· competing civil serrants is ve;J· lacking, feels inadequate 
and unprepared. and is irorried as a cumple1nent I companion because the Bupati 
has superior candidates. Whereas .fOr civil servants .fi·om out.)'itfe Tana Ticlung 
Regent)' is due to the high price of. living necessities, inadequate .facilities a11ll 
i11fi·astrt1cture .facilities, and having heen corn,fbrtahle 1vith pusitions he/ti. 
Whereas the inhibiting .fi1ctor is the transn1issio11 of con11nunicatio11 is less 
e.ffective to the ci1·il servant canditfatcs .fOr the selection participants. and the 
scope is not hroalf enough, an,/ the resource .factors in the _f(1r111 of._/'acilitics anti 
i;~fi·astructure are still inadequate and need to be i111proved. 

Ke.v1rords: in1plen·1entatio11, open selection, 11ri111e leadership position 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI 
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN TANA TIDUNG 

Munawir Sazjali 
n a,,.j r .ktt(i1'gn1ail.co111 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Selcksi terbuka jabatan pi1npinan tinggi n1erupakan upaya penataan aparatur 
pemerintah dengan mcnen1patkan orang yang tepat dalan1 n1engisi jabatan 
struktural. Badan Kepegawaian dan Penge1nbangan SDM Kabupatcn Tana Tidung 
scbagai implementor kcbijakan seleksi tcrbuka, bcrpcdoman pada Peraturan 
Mentcri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Rcformasi Birokrasi Nomor 
13 Tahun 2014. Dilaksanakan mulai tahun 2015 hingga 2017 untuk rnengisi 
jabatan pin1pinan tinggi pratama yang lowong, natnun gaga! n1endapatkan pejabat 
yang dibutuhkan. Pada proses pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala 
mengcnai ketidakscsuaian dengan aturan yang bcrlaku, terutama pada jumlah 
pcserta selcksi sangat kurang. Penelitian ini bcrtujuan untuk mengetahui 
implementasi seleksi terbuka jabatan pin1pinan tinggi pratama di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung <lan untuk 111engetahui faktor-faktor 
penghambat implementasi seleksi terbuka tersebut. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 
rnendalam, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Pemi\ihan informan 
mcnggunakan purposive sampling de11gan informan adalah Sekretaris Daerah, 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengernbangan SDM, Kepala Bidang 
Pengembangan Kompetensi SOM Aparatur, Kepala Sub Bidang Pengembangan 
Kompetensi Pegawai, dan Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 
Metode analisis data yang digunakan ada\ah reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hnplementasi 
seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi prata1na di lingkungan Pemcrintah 
Kabupaten Tana Tidung belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, 
terutan1a pada ketidaksesuaian antara pclaksanaan dengan tahapan pada 
Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 dan jumlah pese11a yang kurang 
dikarenakan rendahnya minat dan motivasi dari PNS untuk mengikuti seleksi, 
yang dikarenakan semangat berkompetisi PNS sangat kurang, merasa tidak 
mampu dan tidak siap, se11a khawatir sebagai pelengkap/pendamping karena 
Bupati telah memiliki calon unggulan. Sedangkan bagi PNS dari luar Kabupaten 
Tana Tidung adalah karena inahalnya harga kebuluhan hidup, fasilitas sarana dan 
prasarana yang kurang memadai. scrta telah nyaman <lengan jabatan yang 
dimiliki. Sedangkan yang menjadi faklur penghambat adalah transmisi 
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komunikasi kurang cfektif kcpnda PNS calon pese11a seleks1, dan iuang 
lingkupnya kurang \uas, serta faktor su1nberdaya berupa sarann dan prasarana 
masih kurang men1adai dan perlu ditingkatkan. 

Kata Kunci : iinplcn1en1asi, seleksi terbuka, jabatan pin1pinan tinggi prata1na 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskr ipsi Objek Pcnelit ian 

I. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung 

Kabupaten Tana Tidung merupakan sa lah satu dari 5 (l ima) 

Kabupaten/Kota yang terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 

Kabupaten Tana Tidung clibentuk berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana 

Tidung di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal I 0 Agustus 2007. 

a. Konclisi Geografis 

Wilayah Kabupaten Tana Ticlung berasal dari sebagian wilayah 

Kabupaten Bulungan yang tercliri atas cakupan wilayah Kecamatan Sesayap, 

Kecamatan Sesayap Hilir, clan Kecamatan Tana Lia. Seiring perkembangan 

pola otonomi claerah Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengalami 

pemekaran clengan clibentuknya Kalimantan Utara, dan Kabupaten Tana 

Tidung masuk kedalam Provinsi Kalimantan Utara. Dengan cakupan 

kecamatan menjacli 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Muruk Rian, 

Kecamatan Sesayap, Kecamatan Betayau, Kecamatan Sesayap Hilir dan 

Kecamatan Tana Lia. Talrnn 2012, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2012 tentang pembentukan kecamatan Mumk Rian clan Betayau serta 

pemekaran 6 desa baru. Saat ini terdapat 5 Kecamatan dan 32 desa di 

Kabupaten Tana Tidung. 

Wilayah administrasi Kabupaten Tana Ticlung terletak pada 94°45' 

Bujur Barat - 141°05' Bujur Timur dan 6°08' Lintang Utara - 11 ° 15 ' Lintang 

46 
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Selatan. Adapun batas wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai 

berikut: 

I) Sebelah Utara 

2) Sebelah Selatan 

3) Sebelah Timur 

4) Sebelah Barat 

: Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan 

: Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan 

: Laut Sulawesi , Kecamatan Bunyu Kabupaten 

Bulungan, dan Kota Tarakan 

: Kabupaten Malinau (Kecamatan Malinau Kota dan 

Kecamatan Malinau Utara) 

Letak geografis wilayah Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi yang 

cukup strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Tana 

Tidung dengan wilayah luar, dalam skala nasional maupun 

internasional, terutama dengan adanya dukungan fasilitas transportasi. 

Potensi pos1s1 strategis tersebut terlihat dari posisinya dikaitkan dengan 

wilayah yang lebih luas adalah sebagai berikut: 

I) Kabupaten Tana Ti dung berada pada jalur regional lintas Trans 

Kalimantan yang menghubungkan jalur Malinau ke Tanjung Selor 

(Ibukota Provinsi Kalimantan Utara) Samarinda (Thu Kota Provinsi 

Kalimantan Timur) - Balikpapan - Kabupaten Penajam Paser Utara -

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sehingga, 

dengan posisi tersebut, menjadi potensi yang mendukung kelancaran 

mobilitas barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Tana Tidung. 

2) Wilayah perairan Kabupaten Tana Tidung terletak dalam wilayah perairan 

Selat Makasar dan Laut Sulawesi dan juga bagian Laut Kalimantan Utara 

yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia, sehingga posisi Tana 
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Tidung menjadi strategis karena berada pada jalur transpo1tasi laut 

internasional. 

3) Selain itu Kabupaten Tana Tidung berada dalam jalur transportasi sungai 

dari Tarakan menuju Malinau. 
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Gambar4.I 
Peta Kabupaten Tana Tidung 

-- ._...._.,.. ---
..,.,,. ------__ , _ _ .,_.,..,_ ---1· -.~ ... -...-· 

""'' ..... -----~ ...... -- -......--...... 

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung 2017 

b. Luas Wilayah 

Luas wilayah Kabupaten Tana Tidung sebesar 4.828,58 km2 atau sekitar 

6,4% dari luas w ilayah Provinsi Kalimantan Utara (75.467,70 km2
). lbukota 

Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale Kecamatan Sesayap. 

Luas setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat dari 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel4.l. 

Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Tana Tidung 

2 
3 
4 
5 

7 
6 
8 
5 

(5) 
608,62 

1.016,92 
1.007,65 
1.317,53 

877,86 

Kabupaten Tana Tidung 32 4.828,58 100 
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung 20 17 

c. Demografi 

Ju ml ah penduduk Kabupaten T ana Ti dung pada tahun 20 17 adalah 

sebanyak 25.084 Jiwa, tcrdiri dari laki-laki sebanyak 13.800 jiwa dan 

perempuan 11.284 Jiwa. Perkembangan Penduduk berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

T abel 4.2 

Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2017 
. . ' 1i-~----------- -.-~- --~--.-

-----
_ , . .{ ~.. , _ I '\_ ·~ r 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I. Muruk Rian 78 1 728 832 788 89 1 838 

2. Sesayap 4.741 4.087 5.052 4.427 5.411 4.707 

3. Betayau 1.258 1.130 1.340 1.233 1.436 1.300 

4. Sesayap Hiiir 3.640 2.453 3.879 2.657 4. 154 2.825 

5. Tana Lia 1.672 1.401 1.781 1.518 1.908 1.604 

Jumlah 12.092 9.799 12.884 10.613 13.800 11.284 

Jumlah L + P 2 1.891 23.497 25.084 

Rasio J enis Kela min 123,40 121,40 122,30 

Pertumbuhan (%) 7,31 7,34 6,75 

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung 20 17 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada pertumbuban jumlah 

penduduk sebesar 7,31 % pada tahun 20 15, 7,34 % pada tahun 2016, dan 6,75% 
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pada tahun 20 17. J ndi kator perkcmbangan penduduk sangat bcrguna untuk 

memprediksi jumlah penduduk schingga akan diketahui kebutuhan dasar 

penduduk. Angka ini cukup tinggi , mungkin disebabkan karena Kabupaten 

Tana Tidung sebagai daerah otonom baru, yang menyebabkan migrasi masuk ke 

wilayah ini meningkat. Hasil Sensus Penduduk tahun 20 I 0 menunjukan jumlah 

pcnduduk Kabupatcn Tana Tidung adalah sebanyak 15.202 jiwa. Dalam jangka 

waktu 6 tahun jumlah penduduk Kabupatcn Tana Tidung tclah mengalami 

pertumbuhan sampai dengan 54,57 persen atau 8.295 j iwa. Dimana 

berdasarkan angka proyeksi penduduk Indones ia, jumlah penduduk 

Kabupatcn Tana Tidung tahun 2016 adalah sebanyak 23.497 jiwa, angka 

tersebut meningkat sebesar 7,34 pcrsen jika dibandingkan dcngan angka tahun 

2015 yang berjumlah 21.891 jiwa. Artinya, dalam periode satu tahun penduduk 

Kabupaten Tana Tidung dipcrkirakan bertambah sebanyak 1.597 jiwa. 

Pertumbuhan jumlah penduduk disebabkan oleh berbagai faktor demografi 

antara lain Fertilitas (kelahiran), Mortalitas (kematian), dan Migrasi 

(perpindahan ). 

d. Pemerintahan 

Berdasarkan Peraturan Oaerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 

2016 ten tang Pembenmkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana 

Tidung, maka Organisasi Perangkat Oaerah (OPD) di Kabupaten Tana Tidung 

terdiri dari 2 Sekretariat, 1 lnspektorat, 12 Dinas Daerah, 3 Badan Daerah, 1 

Lembaga dengan fungsi penunjang lain, dan 5 Kecamatan. Keadaan OPD pada 

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sampai dengan 31 Descmber 2017 adalah 

sebagai berikut: 
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I) Sekretariat Daerah; 

2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

3) Jnspektorat 

4) Dinas Daerah: 

a) Dinas Pendidikan; 

b) Dinas Kesehatan; 

c) Dinas Peke1jaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan clan Kawasan 

Pemukiman: 

d) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 

e) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi , dan UKM; 

f) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

g) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

i) Dinas Komunikasi dan Informatika; 

j ) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan; 

k) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; 

I) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 

5) Badan Daerah : 

a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang; 

b) Badan Pengelola Keuangan dan A set Daerah; 

c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. 

6) Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain : 

7) Badan Penanggulangan Bencana Daerab. 
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8) Kecamatan: 

a) Kecamatan Sesayap; 

b) Kecamatan Sesayap Hilir; 

c) Kecamatan Tanah Lia; 

d) Kecamatan Betayau, 

e) Kecamatan Muruk Rian. 

e. Aparatur Daerah (Pegawai Negeri Sipil) 

Hingga Desember 2017, jumlah Pegawai Negeri Si pi I (PNS) yang ada di 

Kabupaten Tana Tidung sebanyak I .437 orang yang meliputi PNS golongan I 

sebanyak 19 orang, PNS golongan II sebanyak 498 orang, PNS golongan ITT 

sebanyak 835 orang serta PNS golongan IV sebanyak 85 orang. Adapun jumlah 

PNS di Kabupaten Tana Tidung dapat dil ihat pada tabel berikut ini: 

Tabet 4.3. 
JumJah Pegawai Negeri Sipi l di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 

menurut Golongan 
Jcnis Kclamin Golongan Kepangkatan 

Laki-Laki Pcrcmpuan Jumlah ---0 
8 8 16 
2 2 
11 8 19 
76 49 125 
50 29 79 
81 64 145 
57 92 149 

264 234 498 ---
151 169 320 

'all 136 160 296 
112 55 167 
33 19 52 

C olon an Ill 432 403 835 
IV I A (Pembina 41 17 58 
IV/B (Pembina Tin kat I) 15 2 17 
IV/C (Pembina Utama Muda) 9 9 
IY/D (Pembina Utama Madya) 

Golon an IV 

Sumber: BKPSDM Kab. Tana Tidung 20 17 

43820.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Tabel 4.4. 
Jumlah Pegawai Negeri Sipi l di Kabupaten Tana 

Tidung Tahun 2017 menurut Pendidikan 

53 

b ' .. : .. · ~ 11 ~"' ' ' ' -: :, · ·~- ··; :lenis ke1iln.111~:·~· .. ::: · :,.:r·f• tt."1~ 
Pendidikan Terakhir 

Laki-Laki Perempuao Jumlah 
( l ) (2) (3) (4 ) 

Sampai dengan SD 2 - 2 

SL TP/Sederajat 13 9 22 

SMA/Sederajar 187 107 294 

Dip loma 1,11 53 40 93 

Diploma lll/Sa1jana Muda 11 9 187 306 

Tingkat Sa~jana S I , S2, S3 399 32 1 720 

Jumlah 773 664 1.437 

Sumber: BKPSDM Kab. Tana Tidung 2017 

Dari tabel di atas, dapat kita lihat tingkat pendidikan PNS yang paling banyak 

adalah pada tingkat Sarjana S 1, S2 dan S3 yang mana ju ml ah laki-laki yang 

memiliki pendidikan sarjana sebanyak 399 orang dan jumlah perempuan lcbih 

sedikit yaitu 321 orang, sedangkan untuk kelompok terkeci l adalah pendidikan 

dasar yaitu 2 orang. Perlu adanya peningkatan pendidikan bagi PNS dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui program tugas belajar atau ijin 

belajar, agar tingkat pendidikan PNS dapat terus ditingkatkan. 

Tabel 4.5 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tana Tidung Tahun 20 17 menurnt 

Eselon dan Jen is Kelamin 

ESELON 
J enis Kelamin 

Laki-Jaki Perempuan Jumlah 
1 2 3 4 

II.A ) - I 
II.B 17 1 18 
III.A 26 I 27 
111.B 37 8 45 

IV.A 111 73 184 
IV.A 4 11 15 

JUMLAH 196 94 290 
Sumber: BKPSDM Kab. Tana Tidung 20 I 7 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, jika dilihat dari komposisi jabatan dan jenis 

kelamin, jumlah PNS laki-laki yang menduduki jabatan strukrural/eselon lebih 

banyak j ika dibandingkan dengan jumlah PNS Perempuan yang menduduki 

jabatan struktural/eselon yaitu sebanyak 196 orang laki-laki dibandingkan 

dengan 94 orang perempuan. 

2. Profil Bada n K epegawaia n d an Pengemba ngan SDM Kabupaten Tana 

T idung 

a. Dasar Pembentukan 

Berdasarkan Pcraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) mempunyai 

tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pcnunJang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian 

serta pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh seorang kepala Badan. 

b. Yisi dan Misi 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana 

Tidung sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selalu 

memjuk setiap gerak langkah dalam rencana strategisnya kepada visi 

Kabupaten T ana Tidung yang te1tuang dalam program Pembangunan 

Daerah (Propeda) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 yaitu 

"Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui 

Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Swnber 
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Daya Alam, Eko110111i Pro Rakyat, Budaya Loka/ dan IPTEK Menuju 

Kesejahterrum Masyarakat yang berke/anjutan" 

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan Oleh Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung, maka 

perlu dijabarkan ke dalam misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai 

upaya - upaya untuk mewujudkan vis i. Mis i berfun gsi untuk sebagai 

pemersatu gerak , Jangkah dan lindakan nyata bagi segenap komponen 

penyelenggara pemerintah tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. 

Adapun rumusan mis i pembang unan Kabupaten Tana Tidung untuk 

lima tahun kedcpan scsuai dcngan tugas pokok dan fungs i Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung sebagai 

berikut: 

1) M eningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya samg, 

mis i ini diterapkan dalam program pendidikan kedinasan. 

2) Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreatifitas, misi mt 

diterapkan dalam program optimalisasi pemanfaatan teknologi 

informasi. 

3) Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan 

transparan, misi ini diterapkan dalam program pembinaan dan 

pengembangan aparatur dan program fas ilitasi pindah I puma tugas 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua 

program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan 

untuk jangka wakn1 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu 
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kondisi ideal, lebih berhasil, lebih terarah, lebih maju, yang 111g 111 

diwujudkan atau dihasilkan, dengan kata lain ingin menjad ikan suatu 

realita antara keinginan dan kenyataan , pada kurun waktu tertentu. 

Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana 

Tidung adalah sebagai berikut : 

I) Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas dan 

berkompetensi. 

2) Aparatur Sipil Negara memiliki kcmampuan daya samg dalam 

mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat. 

3) mewujudkan efektifitas, efesiensi , inovasi dan kinerja yang 

berorientasi mutu dalam penyclenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik. 

4) Peningkatan kesadaran, ketertiban, tanggungjawab sehingga 

mendorong peningkatan kerja dan perubahan sikap perilaku PNS. 

c. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

SDM Kabupaten Tana Tidung mengacu pada Peraturan Bupati Tana 

Tidung Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungs i dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, yaitu : 

1) Kepala Badan 

2) Sekretariat, membawahi: 

a) Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan; dan . 

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
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3) Bidang Mutasi, Pengadaan dan lnformasi Pegawai membawahi: 

a) Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai; 

b) Sub Bidang Pengadaan dan Peni laian Kine1ja Pegawai ; dan 

c) Sub Bidang lnformasi, Data dan Dokumen Pegawai. 

4) Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur, membawahi: 

a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Eva luasi Diklat; 

b) Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Pegawai: dan 

c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai. 

5) Kelompok Jabatan Fungsional 

d. Kepegawaian 

Dalam melaksanakan tugas pokok pemerintah dan fungsinya, 

berdasarkan struktur organisasi, Badan Kepegawaian dan Pcngembangan 

SDM Kabupaten Tana Tidung Per 31 Desember 2017 didukung dengan 

jumlah pegawai sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai dapat kita 

lihat dari tabel berikut. 

Tabel 4.6 
Jumlah PNS BKPSDM Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2017 

No Golongan Jumlah Pegawai % 

l IV 2 7,40 

2 Ill 20 74,07 

3 11 5 18,51 

4 I 0 0 

Jumlah 27 100,00 

Sumber : LA KIP BKPSDM Kab. Tana Ti dung 2017 
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Dari tabel 4.6 tersebut. diketahui jumlah Pcgawai berdasarkan 

pangkat/golongan terdiri dari golongan 11 sebanyak 5 (J ima) orang atau 

sebesar 18,51 %, dan didom inasi oleh golongan Ill sebanyak 20 (dua 

puluh) orang atau sebesar 74,07 %, serta golongan IV sebanyak 2 (dua) 

orang atau sebesar 7,40 %. Selain PNS, Badan Kepegawaian dan 

Pengcmbangan SDM juga diclukung oleh tenaga kontrak sebanyak 3 (tiga) 

orang yang bertugas sebagai cleo11i11g service dan Sopi r Kcndaraan Dinas. 

Selanjutnya adalah jumlah pegawai di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM berdasarkan tingkat pendidikannya, seperti di tabel 

beri kut : 

Tabet 4.7 
Jumlah PNS BKPSDM Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 201 7 

No T ingka t Pendidikan Jumlah Pegawai % 

I Pasca Sarjana (S-2) I 3,70 

2 Sarjana (S-1 ) 16 59,26 

3 Diploma III (D-III) 7 25,93 

4 SMA/SMK 3 I l, 11 

Jumlah 27 100,00 

Sumber : LAKIP BKPSDM Kab. Tana Tidung Tahun 201 7 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa Jumlah Pegawai menurnt latar 

belakang pendidikan dari Pasca Sa1jana (S2) Terdiri atas sebanyak 1 

(satu) orang atau 3,70 %, sebagian besar PNS di BKPSDM berpendidikan 

Sa1jana (S l ) Sebanyak 16 (cnam belas) orang atau 59,26%, Diploma III 

(D-lTI) Sebanyak 7 (tuj uh) orang atau 25,93%, dan SMA/SMK Sebanyak 3 

(tiga) orang atau 11 , 11 %. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Implementasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

Seleksi terbuka merupakan salah satu upaya dalam penataan aparatur 

pemerintah dengan menempatkan orang-orang atau aparatur pemerintahan 

yang tepat dalam mengisi jabatan sesuai kebutuhan organisasi atau instansi. 

Untuk menjalankan amanah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan 

Permenpan RB Nomor J 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pcmcrintah, maka seyogyanya 

seleksi terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi baik ditingkat pusat maupun 

didaerah harus d ilaksanakan, tak terkecuali oleh Pemerintah Kabupaten Tana 

Ti dung. 

a. Dasar Hukum Kebijakan dan Jangka waktu implementasi 

Setiap instansi pusat maupun daerah haruslah mentaati aturan atau 

dasar hukum pelaksanaan dari kebijakan tentang seleksi terbuka bagi 

jabatan pimpinan tinggi tersebut. Pihak pemerintah khususnya pemerintah 

Kabupaten Tana Tidung sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut 

haruslah dapat memahami secara komprehensif mengena1 aturan 

pelaksanaan yang mengatur tentang seleksi terbuka. 

Menurut pendapat infonnan mengenai dasar hukum atau kebijakan 

yang mendasari imp lementasi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi 

Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung seperti yang 

dikemukan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM 

(BKPSDM) Kabupaten Tana Tidung bahwa : 

"Peraturan yang rnendasari implementasi kebijakan tersebut sudah 
je/as yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian, 
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Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata 
cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di 
lingkungan instansi pemerintah. Dan yang terbaru adalah PP l 1 
tahun 2017 tentang manajemen PNS". 

Selanjutnya hal senada juga dikemukakan oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten Tana Tidung sebagai pejabat yang berwenang di Kabupaten 

Tana Tidung bahwa : 

"untuk kehijakan yang mendasari implementasi tersebut adalah 
yang pertama UU No. 5 Ta/nm 2014 tentang ASN yaitu pad a pasal 
108 angka (2) dan (4), serta yang kedua adalah Peraturan Menteri 
PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014, kalau tidak salah tentang tata 
cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di 
lingkungan instansi pemerintah. Sekarang juga mengacu pada PP 
11 tahun 2017 tentang manajemen PNS ". 

Dcmikian pula halnya dengan pernyataan dari Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur yang membidangi pelaksanaan 

seleksi j abatan mengungkapkan bahwa : 

"Secara umum Peraturan yang mengatur implementasi kebijakan 
tersebut adalah Peraturan Jvfenteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 
2014, ada juga UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan PP JJ 
tahun 2017 tentang manajemen PNS, untuk turunan dari PP 11 
Tahun 2017 belum ada turunannya jadi masih mengacu/mengikuti 
Permenpan RB No. l 3 tahun 2014 ". 

Dari pemyataan para informan tersebut di atas, dapat diketahui 

bahwa pemerintah Kabupaten Tana Tidung baik oleh pelaksana kegiatan 

maupun oleh pejabat yang berwenang telah mengetahui dasar pelaksanaan 

dari kebijakan seleksi terbuka JPT Pratama dengan baik. 

Suatu implementasi kebijakan memerlukan waktu tertentu untuk 

pelaksanaannya. Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Tana T idung juga dilaksanakan pada satu j angka 

waktu tertentu. lmplementasi seleksi terbuka tersebut telah dilaksanakan 
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oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung khususnya oleh Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SDM. 

Seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Daerah yang pada tahun 

2016 dan 2017 selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama menyebutkan bahwa : 

"Kabupaten Tana Tidzmg berdiri pada tahun 2007, kemudian pada 
2010 Bupati Definit{f terpilih yang sebelumnya di jabat ofeh 
Penjabat (Pj.) Bupati se/ama 3 tahun. Nah, pada taln111 2015 
pernah dilaksanakan seleksi terbuka. 11amu11 pada saat itu ada 
masalah. Pada masa Pj. Bupati Tana Tidung saat itu (2015), 
seperti kita ketahui bahwa tugas seorang Pj. Bupati itu lean tidak 
boleh memutasi PNS, karena kalau seleksi ini kan ujung-ujungnya 
mutasi (pelantikan), maka seleksi gaga! tidak diteruskan dan juga 
tidak teranggarkan, jadi digunakanfah saat itu dana anggaran 
tidak terduga, maka seleks i tersebut pun gaga!. 

Kemudian pada tahun 2016 juga pernah diadakan seleksi terbuka 
untuk pengisian 6 jabatan esefon 11, dilaksanakan sekitar bu/an Juli 
sampai agustus 2016. 

Seleksi terbuka yang terakhir dilaksanakan pada Maret - April 
2017, untuk mengisi 9 jabatan yang kosong, namun hanya 5 
jabatan yang akhirnya dilakukan seleksi. Saya berperan sebagai 
Ketua Panitia Seleksi di Kepanitian seleksi terbuka tahun 2016 dan 
201 7 sedangkan pada tahun 2015 saya tidak dilibatkan dalam 
seleksi jabatan, ma/ah jabatan Sekda juga mau dilelang pada saat 
itu, padahal jabatan yang akan dilelang pada 2015 tersebut sudah 
ada pejabat definitif, tetap mau dilelang, kan hanya untuk jabatan 
yang lowong, selain itu karena .fungsinya (Pj. Bupati) tidak boleh 
memutasi, sehingga banyak pejabat yang ada pada saat itu tidak 
mendukung ". 

Senada dengan hal tersebut, pemyataan Kepala BKPSDM 

Kabupaten Tana Tidung mengenai kapan kebijakan atau peraturan tersebut 

diimplementasikan memperkuat pemyataan Sekretaris Daerah, 

diungkapkan bahwa : 

"Pernah dilaksanakan pada ta/nm 2015, saat itu pada masa 
kepemimpinan Pj. Bupati, karena ada peralihan dari Bupati 
De.finitif periode I ke Periode II. Kemudian pada tahun 2016 
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pernah di/aksanakan pada bu/an ag11st11s 2016. Dan yang terakhir 
rahun 2017 sekitar bu/an Maret - April 2017". 

Demikian pula seperti pernyataan oleh Kabid. Pengembangan 

Kompetensi Sumber Daya Aparatur bahwa: 

"Ka/au di Kabupaten Tana Tidung sudah dilaksanakan sejak tahun 
2015, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang 
ada. Kemudian tahun 2016 sekitar bulan agustus 2016 yang lalu. 
Sampai yang terakhir tahun 2017 dilaksanakan bu/an Maret - April 
2017. Jadi sud ah tiga ka/i dilaksanakan :'. 

Kepala Dinas Komunikasi dan lnfonnatika Kabupaten Tana 

Tidung mengungkapkan bahwa: 

"Saya Pernah mengikuti kegiatan seleksi ini dua ka/i, pertama 
ta/nm 2016, dan kedua tahun 2017, semuanya di Kab. Tana Tidung 
dan be/um pernah mengikuti di /uar Kabupaten Tana Tidung, jadi 
pengafaman mengikuti seleksi ini hanya di Kabupaten Tana 
Tidung. 

Dari pernyataan informan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 

implementasi kebijakan mengenai seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi 

di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan 

sejak tahun 2015, 2016 dan terakhir tahun 2017. Artinya setelah 

berlakunya Permenpan RB nomor 13 Tahun 2014, Kabupaten Tana 

Tidung telah melaksanakan kebijakan tersebut dan terdapat beberapa 

pennasalahan dalam implementasinya. 

b. Hasil implementasi seleksi terbuka pada setiap tahapan sesuai ketentuan 

yang berlaku 

Kebijakan mengenai seleksi terbuka tersebut sesuai dengan 

Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 telah mulai dipraktikkan oleh 
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instansi pusat maupun daerah sejak tahun 2014. Demikian pula ha In ya 

dengan pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang sejak tahun 2015 telah 

melakukan seleksi terbuka tersebut sampai dengan tahun 2017. 

Implementasi seleksi terbuka tersebut dapat di I ihat dari proses 

persiapannya hingga adanya pelantikan oleh Bupati selaku Pejabat 

Pembina Kepegawaian (PPK) yang merujuk hasil seleksi terbuka tersebut. 

Implementasi seleksi terbuka di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Tana Tidung sejak awal dilaksanakan menurnt pemyataan Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi SOM Aparatur BKPSDM Kabupaten Tana 

Tidung bahwa : 

"mungkin 2015 pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang 
berlaku, jadi saat itu masa Pj. Bupati yang mana tugas seorang Pj. 
Bupati adalah melaksanakan tugaslroda pemerintahan dan 
mempersiapkan pilkada bupati sefarljutnya, dan tidak boleh 
memutasi, selain itu jabatan yang dilelang/diseleksi masih ada 
pejabat yang definitif, jabatan tersebut tidak lowong, jadi tidak 
sesuai dengan aturan yang belaku. 

Pada 2016, ada beberapa jabatan yang lowong tapi tidak semua 
dapat terisi dengan pelaksanaan seleksi terbuka tersebut, ha! ini 
dikarenakan kurangnya peserta yang berminat atau tidak 
memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, jadi pelaksanaannya 
sampai tahap wawancara, tidak ada yang memenuhi kriteria 
jumlah minimal peserta. Pejabat yang ada untuk mengikuti seleksi 
terbatas, karena tidak memenuhi persyaratan 

Pada 2017 bagus, sudah sesuai dengan tahapan dilaksanakan 
dengan baik sehingga menghasilkan pejabat yang kompeten. 
Seleksi terbuka yang paling berhasil adalah tahun 2017 sampai 
pelantikan namun masih terjadi kendala berupa masih minimnya 
jumlah pelamar yang mendaftar sehingga dari 9 jabatan yang 
dibuka seleksi, hanya 5 jabatan saja yang memenuhi kuota minimal 
peserta ". 

Demikian halnya pernyataan yang diungkapkan oleh Kasubbid. 

Pengembangan Kompetensi Pegawai yang menyatakan bahwa : 
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"seperti yang saya bilang tadi. 2015 mendapatkan kendala, 
terutama karena dipimpin oleh Pj. Bupati yang seharusnya hanya 
melaksanakan tugas pemerintahan dan menyiapkan p ilkada, dan 
tidak boleh melakukan mutasi pegawai, melihat ha/ ini maka 
pelaksanaan seleksi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. 

Tahun 2016 sempat dilaksanakan, namun tidak berhasil karena 
ada beberapa jabatan yang lowong tapi tidak dapat diseleksi 
karena kurangnya peserta yang mendajiar. 

Tahun 2017 sudah dilaksanakan, hasilnya cukup bagus, di 20 l 7 
inilah yang paling berhasil sesuai dengan aturan pada Permenpan 
RB No. 13 tahun 2014". 

Hal ini senada juga dikemukakan oleh Kepala BKPSDM yang 

mengungkapkan bahwa : 

"Pelaksanaan pada 2015 menurut saya tidak sesuai dengan 
ketentuan, karena jabatan yang lowong tidak ada yang untuk 
eselon 11, namun dilaksanakan lelang jabatan/seleksi terbuka pada 
saat itu. Selain itu ada salah penganggaran untuk kegiatan 
tersebut yaitu menggunakan dana tidak terduga. Dan juga tidak 
melibatkan tim kompeten artinya saya selaku kepala BKD tidak 
dilibatkan dalam kepanitiaan. Jadi gaga/ dilaksanakan, kalau tidak 
salah sampai tahap assessment kompetensi, wawancara akhir 
sampai pengumuman kelulusan tidak dilakukan. 
Ketika 2016, seleksi terbuka dilaksanakan yang bekerjasama 
dengan tim assessment center Unmul Samarinda, namun tidak 
memberikan hasil yang diharapkan karena tidak memenuhi syarat 
jumlah pelamar, sehingga gaga! dan sifatnya menjadi 
assessmentlpsikotes untuk pemetaan jabatan PNS (potential 
review) untuk eselon 11, 111, dan IV serta Golongan 111/b. 
Untuk 2017, seleksi dilakukan sesuai ketentuan dengan 
melaksanakan seluruh tahapan namun ada tahapan pra seleksi 
/tahapan persiapan yang tidak dilakukan yaitu tidak 
melaporlkoordinasi dengan KASN untuk pelaksanaan seleksi 
karena waktu yang singkat, sementara kegiatan sudah terjadwal 
dengan Badan Diktat Jawa Timur dan be/um adanya sistem yang 
memudahkan proses pelaporanl pelaksanaan seleksi. 
Menurut saya yang paling berhasil perlaksanaan seleksi terbuka 
adalah tahun 2017 karena sesuai tahapan ". 

Selain itu sepe1t i diungkapkan o leh Kepala Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kabu paten Tana Tidung yang pernah menjadi 
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peserta seleksi terbuka mengemukakan pendapatnya tentang pelaksanaan 

seleksi yaitu : 

"dalam pelaksanaan seleks i mulai pe11gwn11man tidak ada masalah 
semuanya cukup jelas baik persyaratan yang dibutuhkan, demikian 
pula dengan pemberkasan tidak ada kendala berarti, dan pada 
pelaksanaan seleksi kompetensi dan psikotes terdapat beberapa 
perbedaan metode di tahun 2016 dan 201 7. Pad a saat itu 2016, tinz 
assessment center berasal dari Universitas Mulawarman 
Samarinda, dan pada tahun 2017 oleh Badan Diktat Provinsi Jawa 
Timur. Pad a 2016 itu semua peserta digabu12g karena kurangnya 
p eserta yang ikut idealnya 3 orang, ini hanya diis i oleh I atau 2 
orang saja, kurangnya explore kemampuan, tidak te1jokus ke 
jabatan yang dilamar karena horns bergab11ng dengan peserla lain 
dengan jabatan yang diminati berbeda dan saya tidak tau hasilnya. 
Sedangkan pada 2017 sudah cukup baik, sudah terjokus lebih 
mendalam oleh tim assessment center dan mendapatkan hasil 
pelaksanaan seleksi yang cukup baik". 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kcpala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Tana Tidung yang juga pernah menjadi peserta 

seleksi jabatan, menyatakan tentang implementasi seleksi terbuka di 

Kabupaten Tana T idung bahwa : 

"mulai dari tahap awal. pengumuman, saya kira cukup jelas, 
lengkap, kemudian pemberkasan. waktu dan tahapan cukup 
sehingga kami dapat menyiapkan berkas-berkas yang ada secara 
lengkap dan tanpa kendala, kemudian pelaksanaan seleksinya 
cukup profesional dan sesuai aturan yang ada, barangka!i kondisi 
tim pelaksana sudah profesional dan bagus sehingga seleksi ini 
dapat menjadi patokan untuk seleksi selanjutnya karena saya 
menganggap sudah sangat baik sampai pengumuman sudah sesuai 
dengan tahapan yang ada. 

Pelaksanaan 2016 cukup baik tapi saya kira 2017 fehih baik lagi 
karena tahapan-tahapannya lebih sempurna lagi dan di uji 
bagaiman ca/on pimpinan tinggi pratama ini melakukan, membuat 
tulisanyang di 2016 tidak ada, sehingga saya kira bisa menguji 
kemampuan untuk membuat kmya tu/is /angsung ditempal (2017). 

2016 tidak ada hasil yang didapat, karena )um/ah peserta tidak 
mencukupi, barangkali hasilnya ada namun menjadi pemetaan 
PNS yang ada di Kabupaten Tana Tidung dan tidak ada 
pelantikan saat itu, baru kemudian tahun 2017 soya dinyatakan 
Zulus dan dilantik of eh Bupati ". 
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Dari pernyataan para informan di atas, dapat diketahui bahwa 

implementasi seleksi terbuka sejak tahun 2015 tern ya ta terdapat 

permasalahan atau kendala baik mengenai prosedur pelaksanaan yang 

tidak sesua1 dengan aturan yang berlaku, menggunakan anggaran yang 

tidak tepat, maupun tidak adanya hasil dari kegiatan seleksi terbuka 

tersebut. Selanjutnya implementasi pada tahun 2016 juga tidak 

memberikan hasil yang diharapkan karena jumlah peserta seleksi terbuka 

yang sangal kurang dan tidak memenuhi kuota minimal , yang 

menyebabkan kegagalan kegiatan seleksi yang terhenti pada tahap 

wawancara. 

Sedangkan untuk implementasi pada tahun 2017, menurnt 

informan di atas, bahwa pelaksanaannya sudah cukup sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sehingga mendapatkan hasil yang cukup baik 

sampai dengan adanya pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama hasil 

dari seleksi terbuka namun dari 9 jabatan yang akan diseleksi, hanya 5 

jabatan yang akhirnya terus dilanjutkan proses seleksi. Hal ini dikarenakan 

kurangnya peserta seleksi sehingga hanya 5 jabatan saja yang memenuhi 

kuota minimal peserta. 

Namun pada tahap pelaksanaannya terdapat kendala terbesar 

berupa minimnya peserta yang mengikuti seleksi, bahkan ini terjadi pada 

setiap pelaksanaan seleksi terbuka sejak 2015 sampai dengan 2017. 

Rendahnya jumlah peserta yang mengikuti seleksi tersebut dapat diketahui 

penyebabnya dari pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung mengungkapkan bahwa: 
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memang dalam pelaksanaanya sudah cukup sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, terutama tahun 2017, kalau yang 2015 
saya A,'Urang talw karena tidak terlibat dalam kepanitiaan, tetapi 
saya rasa tidak sesuai ketentuan. Dan untuk tahun 2016 walaupun 
gaga/, namun sudah cukup baik dalam pelaksanaan. Namun yang 
menjadi kendala terberat adalah pada jumlah peserta yang sangat 
kurang tadi. Jumlah peserta tersebut dari tahun ke tahun 
cenderung sangat minim dikarenakan selain terbatasnya jumlah 
PNS yang memenuhi syarat, juga calon peserta yang mungkin 
merasa tidak mampu, tidak ada kesiapan, khawatir sebagai 
pendamping karena yang memiliki kewenangan untuk memilih 
adalah Bupati, dan tidak ada PNS dari luar yang mendaftar. 
mungkin karena letak geogra.fis, sarana dan prasarana yang 
kurang di Kabupate11 Tana Tidung, dan biaya hidup yang mahal 
sehingga kurang menarik minat PNS dari luar. " 

Selain itu seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pariwisata 

yang menjadi peserta seleksi menyatakan bahwa : 

"Kurangnya minat PNS untuk mengikuti karena Kabupaten Tana 
Tidung relatif baru berusia 11 tahun sehingga jabatan, syarat 
pangkat yang dituntut go/ IV/a relatif terbatas, sehingga 
keterbatasan itu menyebabkan kurangnya peserta, atau mungkin 
kurangnya rasa untuk bersaing, semangat berkompetisi per/u 
digalakkan lagi di kalangan PNS di Kabupaten Tana Tidung 
sehingga jika ada prospek semua ini dapat diikuti, sehingga 
kendala tahun sebelumnya dapat berkurang. 
Peserta tahun 2016-2017 semua berasal dari Kabupaten Tana 
Tidung, PNS htar tidak berminat karena jabatan yang mereka 
pegang sebelumnya sudah aman, sementara tantangan hidup di 
Kabupaten Tana Tidung lebih berat, sehingga perbandingan itu 
menjadi penghambat mereka ikut serta di lelang jabatan ini. 
Tantangan hidup yang saya maksud adalah Kabupaten Tana 
Tidung secara umum kehidupan ekonomi ditandai harga yang 
relatif mahal, sewa rumah lumayan berat, dan lain sebagainya ". 

Menurnt basil wawancara dari informan tersebut, dapat diketahui 

bahwa kurangnya minat pese1ia untuk mendaftar adalah ketidaksiapan, 

khawatir sebagai pendamping, kurangnya semangat berkompetisi, jumlah 

PNS yang memenuhi syarat terbatas, dan tidak ada pendaftar dari luar 

wilayah kabupaten dikarenakan o leh letak geografis, infrastruktur yang 
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kurang lengkap, sarana dan prasarana yang kurang memadai se1ta biaya 

hidup yang mahal. 

Selanjutnya perlu diketahui upaya dan solusi untuk meningkatkan 

minat PNS khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung 

untuk mengikuti seleksi terbuka. Dapat diketahui melalui pernyataan dari 

Kepala Bidang . Pengembangan Kompetensi SOM Aparatur yang 

mcngemukakan bahwa : 

"Menurut hemat saya. upaya yang dapat dilakukan antara lain 
adalah dengan meningkatkan kompetensi PNS agar memiliki 
tingkat pendidikan atau pengetahuan yang dibutuhkan oleh jabatan 
itu, baik melalui tugas be/ajar, ijin be/ajar, atau diklat teknis atau 
bimtek tertentu, sehingga mereka akan merasa mampu untuk 
berkompetisi dalam seleksi terhuka tersebut " 

Hal lain d ikemukakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SOM yang menyatakan bahwa: 

"salah satu upaya agar minat PNS dapat ditingkatkan untuk 
mengikuti seleksi ini adalah dengan memberikan keyakinan yang 
memadai kepada PNS tersebut mengenai jaminan pelaksanaan 
seleksi yang adil, profesional dan transparan dengan 
meminimalisir pengaruh kepentingan politik, sehingga mereka 
dapat berkompetisi secara sehat tanpa khawatir ada kecurangan 
dalam pelaksanaan seleksi tersebut" 

Kemudian tujuan akhir dari seleksi ini adalah terisinya jabatan 

yang lowong tersebut dengan mengangkat I melantik pejabat yang telah 

terpilih berdasarkan hasil seleksi sesuai kompetensi yang dibutuhkan. 

Dengan terlaksananya seleksi terbuka ini didapatkan pejabat yang 

kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Sekretaris Oaerah Kabupaten Tana Tidung, didapatkan 

info1masi bahwa : 
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"diharapkan dengan hasil selek <;i terhuka terse/mt 111e111pr111yai 
kapabilitas yang diharapkan sesuai dengan imp/ementasi tanpa 
kendala. Dari hasi/ yang kita /akukan , a/hamdulillah. mereka yang 
sudah dilantik mempunyai kompetensi di bidang itu karena metode 
ini yang terbaik selama saya menjadi PNS, mereka mempunyai 
minat dijabatan itu, kemudian me11yusw1 makalah, pemaparan 
diuji termasuk psikotes, cocok a tau tidak dijabatan tersebut ". 

Demikian pula hal nya yang dikemukakan oleh Kepa la Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SOM Kabupaten Tana Tidung yang 

menyatakan bahwa : 

' '.l'a, me/a/ui se/eksi ini sudah dapat 111e11ghasilka11 pejabat yang 
kompeten karena sudah melalui se/eksi kompetensi melalui tim 
pansell penilai, disesuaikan dengan standar kompetensi 
manajerial, standar kompetensi teknis dan srandar kompetensi 
sosiolatltural yang telah disusun sebe/umnya ". 

Dari berbagai informasi di alas dapat dikctahui bahwa selama 

pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten 

Tana Tidung, telah mendapatkan pejabat yang kompcten di bidang 

tugasnya masing-masing sesuai standar jabatan yang telah ditentukan. 

Salah satu ketentuan dalam Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 

tersebut adalah ketentuan mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan 

pengisian lowongan jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, dengan 

dilakukan tahapan sebagai berikut : 

I) Tahap Persiapan 

a) Pembentukan Panitia Seleksi olch PPK dengan berkoordinasi 

dengan KASN, jika belum terbentuk KASN maka dapat 

berkoordinasi dengan Menpan RB. Selanjutnya panitia seleksi 

tersebut harus memiliki persyaratan te11entu yang harus dipenuhi. 
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b) Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang 

lowong. 

2) T ahap Pelaksanaan, meliputi : 

a) Pengumuman lowongan jabatan 

b) Seleksi Administrasi 

c) Seleksi Kompetensi 

cl) Wawancara Akhir 

e) Penelusuran Rekam Jejak Calon 

t) Hasil Seleksi 

g) Tes Kesehatan dan Psikologi 

h) Pembiayaan 

3) Tahap Monitoring dan Evaluasi 

a) Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus 

diberikan orientasi tugas oleb PPK da pejabat yang berwenang 

selama l (satu) bulan; 

b) Status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari 

instansi luar ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai 

peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk 

kepentingan evaluasi kinerja; 

c) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan 

tinggi secara terbuka kepada KASN. 

Pemahaman dalam melaksanakan setiap tahapan di atas, hams 

dimiliki oleh implementor agar tujuannya dapat tercapai dengan baik. 
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Pelaksanaan setiap tahapan tersebut oleh Kepala Bidang Pengembangan 

Kompetensi SDM Aparatur mengemukakan bahwa : 

"ada banyak, secara umum dapat saya sebutkan 1). Tahapan 
Persiapan, 2). Tahapan Pelaksanaan dan 3). Tahapan Monitoring 
dan Evaluasi dan untuk ta/nm 2017 sudah cukup baik walaupun 
belum optimal, karena ada satu tahapan yang terlewatkan yaitu 
meminta rekomendasi dari KASN, namun tahapan yang lain telah 
cukup sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permenpan RB No. 
13 Tahun 2014 sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016 kurang 
sesuai. 
Adapun tahapan persiapan yang terdiri dari pembentukan panitia 
seleksi Lelah dilakukan sesuai ketentuan yaitu sebanyak 5 orang 
pansel yang terdiri dari 2 orang pejabat intern pemkab. Tana 
Tidung yaitu Sekda dan Asiste11 II, serta 3 orang dari akademisi 
dari Unmul, Univ. Borneo dan Unikaf. Kernudian untuk standar 
kompetensi untuk masing-masing jabatan dibantu penyusunannya 
oleh Assessment Center Bandiklat Prov. Jawa Timur. 
Selanjutnya tahapan pelaksanaan rnulai dari pengumuman, seleksi 
administrasi, sefeksi kompetensi, wawancara akhir, penelusuran 
rekam jejak, dan lain sebagainya hingga hasil seleksi. Perlu 
diketahui bahwa pada tahap pengumuman, kami laksanakan 
dengan membuat pengumuman yang cukup jelas, selama 15 hari 
kerja untuk pendaftaran dan pengumuman dimuat di koran Radar 
Tarakan, diupload pada website BKPSDM, ditempel di papan 
pengumuman dan kami buat surat ke masing-masing OPD agar 
PNS yang memenuhi syarat dapat melamar dan mengikui seleksi. 
Namun sampai batas waktu akhir pendaftaran, PNS yang 
mendaftar sangat minim, kalau tahapan selanjutnya itu sudah 
berjalan cukup baik. 
Kemudian untuk tahapan monitoring dan eva/uasi dilaksanakan 
oleh Bupati dengan melantik pejabat hasil seleksi terbuka setelah 
mendapatkan rekomendasi pelantikan dari KASN, ada dua tahap 
kemarin, 2 pejabat terlebih dahulu dilantik yaitu Sekretaris DPRD 
dan Kepa/a Dinsospmd, sedangkan 3 orang pejabat dilantik 
beberapa bulan kemudian yaitu inspektur, kadis Diskominfo dan 
kadis Disparpora. " 

Hal serupa diungkapkan oleh Kepala Bidang Pariwisata yang 

pemah mengikuti tahapan pada seleksi terbuka bahwa : 

"saya mencoba menginformasikan pengalaman di 2016 pada saat 
itu, saya mengikuti seleksi untuk jabatan staf ahli, kalau yang 
kedua saya mengikuti kegiatan tersebut untuk mengisi jabatan 
kepala dinas Parpora. Dari kedua kali keikutsertaan saya, ada 
sedikit perbedaan kegiatan antara 2016 dibanding 2017. Secara 
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khusus kalau p engumuman sama, p emberkasan sesuai aturan, 
pelaksanaan seleksi kompetensi dan psikotes be1jalan sesuai 
dengan aturan yang ditentukan, wawancara akhir dan 
pengumuman kelulusan yang sedikit berbeda. Pada tahun 2016 
langsung difakukan bersama-sama diforum terbuka, sementara di 
201 7 bersifat /ebih tertutup karena hanya diikuti yang 
bersangkutan berhac/apan dengan tim penguji, kalau 2016 masih 
ada peserta lain yang menyaksikan ". 

Berdasarkan dari hasil wawancara dari informan, tergambarkan 

bahwa seluruh tahapan dalam seleksi j abatan pimpinan tinggi diupayakan 

sesuai dengan ketentuan di Pem1enpan RB Nomor 13 tahun 2014, dan 

pclaksanaann ya pada pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk tahun 

20 15 dan 2016 kurang sesuai dengan tahapan yang ada, sedangkan untuk 

tahun 2017 sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku 

walaupun masih terdapat permasalahan mengenai adanya tahapan yang 

tcrlewati dan kurangnya peserta yang mengikuti seleksi. 

Tahapan yang paling sulit dan mengalami banyak kendala, sesuai 

dengan keterangan dari Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi SDM 

Aparatur bahwa : 

"mungkin di tahap pelaksanaan yang banyak kendala, banyak 
jabatan yang tidak lanjut untuk diseleks i, tidak memiliki banyak 
peserta sehingga sulit untuk melanjutkan seleksi jabatan terutama 
pada tahun 2016. Ka/au 2015 sudah ada p ejabat definitif namun 
masih dilelang, padahal ada pejabat yang menduduki seclangkan 
kita dari BKPSDM tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya. 
Kemudian untuk pelaksanaan di tahun 201 7, maka kendalanya 
sama yaitu di tahap pelaksanaan, terutama kurangnya minat 
peserta yang mengikuti seleksi sehingga p eserta juga minim dan 
penyelesaian rekomendasi pelaksanaan dari KASN, kalau secara 
sosialisasi atau pengumuman sudah kami komunikasikan dengan 
cukup baik kepada para PNS dengan cara pengumuman di website, 
surat pemberitahuan ke masing-masing OPD, dimasukkan di 
Koran Radar Tarakan dan lain sebagainya, kalaupun mau 
ditingkatkan p engumuman di lingkup yang lebih luas, misal 

43820.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



73 

dimasukkan di Koran di wilayah Kalimantan ata11 Nasional 
masalahnya adalah pat.la anggaran yang tidak ada u11111k pas itu ". 

Begitu pula yang diungkapkan oleh Kepala Badan Kepcgawaian 

dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung bahwa : 

"Ta/1apa11 yang kedua yaitu tahapan pe/aksanaan terntama yang di 
tah1111 201 7. Sela in memetaka11 dutu kompete11si peserta11ya, 
p engumuman juga harus j elas da11 terkomunikasikan dengan baik 
kepada seluruh PNS agar peserta yang menda.fiar ses11ai harapan, 
jika peserta sedikit maka akan sa11gat 111empe11garnhi j alannya 
se/eksi, da11 ditalwpan kedua ini memiliki tahapan yang cukup 
banyak dan memerlukan pe11a11ga11a11 yang cepat dc111 tepat sesuai 
jadwa/ yang telah disusun, seda11gkc111 untuk tahapa11 persiapan 
yaitu pembentukan panitia seleksi, saya kira tidak ter/alu masalah 
karena orang-orang yang dianggap kompeten untuk menjadi 
Pansel telah ditentukan dan disetuj11i Bupati dengan lerbitnya SK 
Panitia Seleksi, walaupun anggota pansel tersebut merupakan 
para pakar atau praktisi yang berasal dari luar kahupaten. 
Selanjutnya untuk tahapan seleksi administrasi, H'a'lvancara akhir, 
tidak terlaltt sulit, dan set eksi kompetensi jug a tidak sulit karena 
kita bekerjasama dengan assessment center Badon Diktat Prov. 
Ja-wa Timur yang profesiona/ dan sudah berpengalaman. 
Kemudian untuk tahapan pada monitoring dan eva/11as i j uga tidak 
ada kendala yang ditandai dengan lancarnya kegiatan pelantikan 
dan kitajuga mendapat rekomendasi pelamikan dari KASN". 

Dapat diketahui bahwa menurut informan untuk kesulitan dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut adalah pada tahapan kedua yaitu tahap 

pelaksanaan. Hal ini diakibatkan oleh sedikitnya PNS yang mendaftar 

untuk mengikuti seleksi, penyelesaian administrasi berupa surat 

rekomendasi pelaksanaan dari KASN. Sedangkan untuk pengumuman 

telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan anggaran yang 

tersedia melalui koran lokal, website instansi, papan pengumuman dan 

surat pemberitahuan ke masing-masing OPD. 
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2. Faktor-faktor penghambat pclaksanaan seleksi terbuka Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama 

a. Komunikasi 

Komunikasi sangat penting dan menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari implementasi satu kebijakan. Hal ini menyangkut 

tentang upaya dan cara unn1k menyampaikan informasi tertentu. Proses 

penyampaian in formasi tt:nlang tujuan kcbijakan, yang te1jadi antara 

pembuat kcbijakan dan implementor kebijakan haruslah tcrjalin dengan 

baik supaya apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai. 

Keberhasi lan komunikasi tersebut tcrgantung pada transmisi atau 

penyaluran komunikasi yang baik, agar dapat menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran 

komunikasi adalah adanya salah pcngcrtian (miskomunikasi) yang 

disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi 

sehingga terjad i distorsi di tengah jalan. 

Selain penyaluran komunikasi yang baik, yang tidak kalah penting 

yaitu kejelasan informasi yang disampaikan. Komunikasi yang diterima 

oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. 

Ketidakjelasan pesan kcbijakan tidak selalu menghalangi implementasi, 

namun para pelaksana membutuhkan kejelasan infonnasi dalam 

melaksanakan kebijakan agar tujuan dapat dicapai. 

Implementasi kebijakan harus dapat dilaksanakan serara konsisten. 

Konsistensi perintah haruslah dapat dilakukan selama pelaksanaan 
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kebijakan. Jika perintah sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

keb ingungan bagi pelaksana di lapangan. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana 

Tidung scbagai leading sector dalam implementasi seleksi terbuka jabatan 

pimpinan tinggi memiliki tanggung jawab yang besar untuk keberhasilan 

pclaksanaannya. Agar kebijakan seleksi terbuka pimpinan tinggi ini dapat 

bc1jalan dengan baik, maka Badan Kcpegawaian dan Pcngcmbangan SDM 

Kabupaten Tana Tidung mcmiliki peranan dalam mcngkomunikasikan 

kebijakan tersebut dengan organisasi perangkat daerah lainnya secara 

komprehensif. Faktor komunikasi adalah salah satu pencntu keberhasilan 

pelaksanaan kcbijakan tersebut. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana 

Tidung telah mengkomunikasikan kebijakan seleksi tcrbuka jabatan 

pimpinan tinggi Pratama tcrsebut kepada organisasi perangkat daerah 

lainnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian 

dan Pcngembangan SDM Kabupaten Tana Tidung sebagai bcrikut : 

"Sudah pernah disosialisasikan, pada 20 I 6 ada bimtek mengenai 
seleksi terbuka ini kepada eselon 11. III, dan JV serta PNS golongan 
111/b pada saat itu. Selain ada pemberitahuan melalui 
pengumuman dan surat edaran ". 

Selanjutnya pemyataan dari Kepala Bidang Pengembangan 

Kompetensi SDM Aparatur menyatakan bahwa : 

"Sudah pernah, tahun 20 I 6 sebelum dilaksanakannya seleksi ". 

Demikian pula seperti yang dikemukakan oleh Kasubbid. 

Pcngembangan Kompetensi Pegawai yang menyatakan bahwa : 
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''Pernah diadakan pertemuan dan sosialisasi kepada mereka ada 
juga berbentuk edaran seleksi jabatan yang lowong ". 

Senada dengan pernyataan para informan di atas, Sekretaris 

BKPSDM Kabupaten Tana Tidung yang pemah menjadi peserta seleksi 

mengungkapkan bahwa: 

"informasi yang saya terima cukup Lengkap, dari Koran Radar 
Tarakan, di website BKPSDM, dan pengumuman di tempat 
tertentu ". 

Sela in itu juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung selaku peserta pada saat itu, bahwa: 

"Saya rnendapatkan inforrnasi yang Lengkap tentang lelang jabatan 
melalui surat edaran ke SKPD, dan dari Koran Radar Tarakan ". 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui 

bahwa penyampaian informasi kebijakan seleksi terbuka jabatan pimpinan 

tinggi Pratama telah disosialisasikan oleh implementor kepada para PNS 

dalam bentuk bimtek dan sosialisasi, melalui pengumuman secara ofjline 

melalui media cetak lokal dan surat edaran maupun secara Online melalui 

info1111asi d i website resmi instansi , terutama sebelurn diadakannya 

kegiatan tersebut. Kejelasan informasi juga sudah cukup baik dan lengkap 

disampaikan secara konsisten ditandai dengan tidak adanya informasi yang 

bcrnbah-ubah yang dapat membingungkan bagi calon peserta. 

Kemudian dikarenakan sepi peminat, maka perlu diketahui 

efektivitas inf01masi yang disampaikan kepada para PNS melalui sarana 

komunikasi yang ada. Dari beberapa informan yang diwawancara, 

didapatkan informasi dari Kepala Sub Bagian Pengembangan Kompetensi 

Pegawai bahwa : 
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"memang sudah kami u111umka11 se.rnai aturan baik dipapan 
pe11gumuma11, melalui surat edaran, di upload di website, dan di 
Koran Radar Tarakan yang meliputi tingkat kabupaten maupun 
dilingkup provins i, dan tidak dilakukan pengu111u111a11 dengan 
lingkup /ebih luas diluar provinsi Kalimantan Utara dikare11aka11 
an.ggaran yang tersedia hanya cukup untuk lingkup provinsi saja ". 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kcpala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SOM yang mengemukakan bahwa : 

"sesuai aturan yang ada kegiatan se!eksi terbuka ini harus 
disampaikan secara baik dan lengkap mela/ui Kornn, papan 
pe11gumuma11, surat edaran, di upload di ll'ebsite. dan lain 
sebagainya, yang lrajib adalah di tingkat kabupaten dan dili11gk11p 
provinsi, sememara cmggaran yang disediakan 1111t11k pengumuman 
ini ada/ah untuk ruang lingkup provinsi Ka/Lara sedangkan untuk 
lingkup lebih luas tidak dilakukan karena anggaran yang tersedia 
tidak mencukupi dan memang tidak dianggarkan untuk 
pengumuman di media cetak nasional ". 

Dari inforrnasi di atas, dapat diketahui bahwa walaupun sudah 

dilakukan komunikasi secara baik kepada para PNS tersebut, namun ruang 

lingkupnya hanya pada tingkat kabupaten dan provinsi yang dikarenakan 

oleh anggaran yang tersedia untuk pengumuman tersebut paling luas hanya 

untuk ruang lingkup provinsi. Sedangkan minat PNS yang mengikuti 

seleksi baik ditingkat kabupaten Tana Tidung sendiri maupun provinsi 

Kaltara masih kurang, maka diperlukan komunikasi lebih luas dan efektif 

di regional Kalimantan dan atau nasional. 

b. Sumberdaya 

Setelah informasi tersampaikan dengan baik, jelas dan konsisten, 

maka selanjutnya adalah implementor harus memiliki sumberdaya yang 

memadai dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Jika pelaksana 

mengalami kckurangan sumberdaya untuk menyelesaikan implementasi 
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kcbijakan, maka tujuannya tidak akan dapat tercapai sesuat dengan apa 

yang diinginkan. 

Sumberdaya utama dalam implementas i kebijakan adalah staf atau 

sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam 

implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang 

tidak mencukupi , mcmadai maupun tidak kompeten dib idangnya. 

Penambahan j umlah star atau implementor saja tidak cukup. tetapi 

diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian crta kemampuan uang 

diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan 

kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kcbijakan itu 

sendiri. Ketcrscdiaan sumberdaya manusia yang tcrampil mcrupakan hal 

yang sangat pen ting agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan efisien . 

Selain sumber daya manusia, sumberdaya lainnya yang diperlukan 

dan tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan anggaran. Sumberdaya 

anggaran yang terbatas dapat menyebabkan kualitas pelayanan yang 

seharusnya dibcrikan juga terbatas, selain itu kemampuan implementor 

dalam melaksanakan kebijakan dapat terganggu. 

Kemudian sumberdaya lainnya yang diperlukan bernpa 

sumberdaya fas ilitas. Fasil itas yang dimaksud adalah sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan karena tanpa adanya 

fasilitas pendukung scperti bangunan kantor tempat pertemuan, 

perlengkapan pendukung lainnya, maka irnplementasi kebijakan tersebut 

tidak akan berhasil. 
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Oalam mengimplcmcntasikan kebijakan selcksi terbuka JPT 

Pratama, Sadan Kepegawaian dan Pengembangan SOM Kabupaten Tana 

Tidung telah bemsaha semaksimal mungkin dalam menyiapkan 

sumberdaya yang diperlukan. Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengcmbangan SOM Kabupaten Tana Tidung mengemukakan bahwa : 

"menu rut saya sudah 111e111e11uhi da11 cukup n1emaclai, 20 I 5 saya 
tidak tahu karena tidak dilihatkan dalam panitia, 11amw1 untuk 
20 I 6 dan 2017 soya kira sumber daya mw111sia yang dimiliki 
BKPSDM cukup ko111pete11 dan memadai untuk 111elaksa11aka11 
kegiatan tersebut, 1rala11pun tidak dapat dipungkiri u11t11k sarana 
pendukung {fisik) 111asih terdapat kekura11ga11, kalau masalah 
a11ggaran sudah kami siapkan ". 

Masih terkait dengan sumbcrdaya, Kcpala Bidang Pcngembangan 

Kompctcnsi SOM Aparatur mcnyatakan bahwa : 

"ya saya kira kualitas dan kuantitas pelaksana di BKPSDM sudah 
cukup memadai da/am pelaksaaan sebagai tim sekretarial dalam 
pelaksanaan di Bidang Pengembangan Kompetensi SDM 
Aparatur, sedangkan untuk tim pansel dan Lim assessment center 
pada 2016 dan 2017 merupakan lembaga yang sudah memiliki 
akreditasi dan dapat menjalankan tugas dengan baik. 
Untuk anggaran sudah cukup memadai dan sudah teranggarkan 
khususnya pada 2016 dan 2017. Untuk sarana dan prasarana 
pendukung menurut saya masih kurang, karena tidak adanya 
ruang pertemuan yang rcpresentatif dan gedung perkantoran yang 
belum ada, saat ini kami masih pinjam pakai gedung Mess Guru 
milik SMA Terpadu Unggulan, untuk perlengkapan lainnya juga 
masih be/um memadai, namun masih dapat melaksanakan seleksi 
terbuka tersebut dengan sarana dan prasarana yang ada saja ". 

Kasubbid. Pengembangan Kompetensi Pegawai dalam hal 

sumberdaya, mengemukakan hal yang sama bahwa : 

"Ya sesuai kuantitas dan kualitas kompetensinya. tapi kita juga 
menggunakan pihak ketiga yaitu tahun 2016 beke1jasama dengan 
U11mul, 2017 menggunakan Assessment Center Badan Diklat 
Jatim. Ka/au anggaran memang sudah disiapkan untuk assessment 
i11i cukup memadai da11 u11tuk sarana pendukung. kita tahu sendiri 
bahwa Kabupaten Tana Tidung masih be/um memiliki tempat yang 
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memadai baik dari sisi .fasilitas sarana dan prasarana kurang 
memadai ". 

Sedangkan menurut pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah 

Sekretaris Daerah, mengungkapkan bahwa sumberdaya yang dimi liki oleh 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam implementasi seleks i 

terbuka adalah sebagai berikut : 

"menurut saya sepanjang pe!aksanaan seleksi Oke oke saja, struktur 
di BKPSDM ada yang menangani, memang masih kurang kuantitas 
perlu untuk ditambah memang, kualitas kepegawaian masih perlu 
pembinaan 1111tuk memahami peraturan kepegawaian secara 
umum. Anggaran sudah tersedia namun anggaran yang cukup 
besar dalam melaksanakan seleksi ini menjadi catatan tersendiri. 
Sarana pendukung sangat penting, walaupun sarana yang dimiliki 
masih kurang, kantor juga masih pinjam tempat, jaringan telpon 
dan internet yang agak sulit, dan tenaga operatornya yang paling 
penting untuk mendukung pefaksanaan kegiatan. 
jika kita merencanakan sefeksi terbuka, kita harus mempunyai 
dana yang besar sementara saat ini masih mengencangkan ikat 
pinggang, panitia tidak masalah, hanya anggaran yang besar 
untuk mendatangkan tenaga ah fi dari perguruan tinggi, kemudian 
yang kedua, untuk mendapatkan kualifikasi pejabat yang sesuai 
untuk OPD tertentu atau teknis cukup sufit, dan informasi seluas
luasnya karena peminat yang kurang ". 

Dari berbagai informasi d i atas, dapat diketahui bahwa 

ketersediaan sumber daya (stat) terhadap implementasi kebijakan seleksi 

terbuka jabatan ptmpman tinggi di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM Kabupaten Tan a T idung sudah cukup memadai dan 

cukup berkompeten, walaupun tidak dipungkiri bahwa perlu peningkatan 

baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain ketersediaan sumberdaya staf, 

sumberdaya manusia yang merupakan objek (PNS yang menjadi peserta 

seleksi) dari kebij akan seleksi ini j uga memegang peranan dalam 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. 
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Demikian pu la hanya dengan sumberdaya anggaran pelaksanaan 

yang cukup besar untuk dapat melaksanakan kebijakan seleksi terbuka 

tersebut. Anggaran telah tersedia dan cukup memadai untuk 

pelaksanaannya, sedangkan untuk sumberdaya fasilitas sarana dan 

prasarana masih kurang memadai karena keterbatasan gedung yang 

statusnya masih pinjam pakai , dan jaringan telpon serta internet yang agak 

su lit. Ketersediaan anggaran yang besar dalam pelaksanaan juga menjadi 

salah satu keharusan yang dilakukan oleh implementor. 

c. Disposisi 

Disposisi mernpakan aspek yang berkaitan dengan bagaimana 

sikap dan dukungan para pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Sikap dari 

pelaksana kebijakan sangat penting dalam pendekatan mengenai 

pelaksanaan suatu kebijakan. Agar efektif, maka para pelaksana tidak 

hanya harns mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus 

m emiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya 

tidak terjadi bias. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka ia 

akan melakukan kebijakan tersebut dengan baik seperti yang diharapkan 

oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana mempunyai sikap 

yang berbeda, maka proses pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif dan 

efisien. 

Adapun sikap dan dukungan dari Implementor kebijakan tersebut 

seperti yang dikemukakan oleh kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SOM Kabupaten Tana Tidung bahwa: 

"mereka mendukung karena sesuai dengan tanggung jawab dan 
tugas pokok danfungsinya" 
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Selanjutnya hal yang senada dikemukakan oleh Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi SOM Apararur bahwa: 

"menurnt saya sikap dan duku11gan11ya baik, mereka 111e11dukung dan 
mau bekerjasama untuk tujuan seleksi. Kita ingin mendapatkan 
pejabat yang berkompeten di bidangnya" 

Dcmikian pula yang dinyatakan oleh Kasubbid. Pcngcmbangan 

Kompetcnsi Pegawai bahwa : 

"baik sekali, 111e11duku11g untuk tujuan seleksi JPT ini da11 yangjelas 
111e11dapatka11 pejabat yang berkomit111e11 da/am 111elaksa11aka11 
t11gas yang telalt dia111a11atka11 se.rnai dengan kriteria dan 
kebutuhan OPD " 

Sclain sikap dan dukungan dari implementor, pcngangkatan 

birokrat dapal mcmbuat implementor memiliki komitmcn dalam 

pelaksanaan kebijakan tcrsebut. Tentang pengangkatan birokrat dapat 

diketahui rnclalui pemyataan dari Kepala Badan Kcpcgawaian dan 

Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut : 

"Agar ada komitmen lebih dalam melaksanakan tugas, ada 
penunjukkan khusus yaitu Lim panitia yang ditunjuk sesuai dengan 
SK Bupati Tana Tidung baik pada tahun 2017 dan 2016". 

Selanjutnya Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi SDM 

Aparatur mengungkapkan bahwa : 

"Ada, dibentuknya tim panitia yang ditunjuk sesuai dengan SK 
Bupati. Nam1111 ta/nm 2015, BKPSDM tidak dilibatkan dalam 
kepanitian dan panitianya berasal dari Kalirnantan Utara. Pada 
ta/um 2017 dan 2016 ada tim dari BKPSDM yang ditunjuk melalui 
SK Bupati ". 
Selain sikap implementor dan pengangkatan birokrat, terdapat 

variabel lain yang dapal menagatasi masalah kecenderungan pelaksana 

adalah dengan memanipulasi insentif. lnsentif dapat menjadi faktor 

pendorong yang dapat membuat implementor melaksanakan perintah 
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dengan baik. Dengan insentif yang mencukupi, sikap dan komitmen 

implementor dapat ditingkatkan. 

Pernyataan Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dan 

sebagai Ketua Panitia Seleksi Terbuka mengenai insenti f adalah : 

"lnsentif harus ada, berdasarkan anggaran BKPSDM yang ada, 
terclapat honorarium panitia yang dibayarkan setelah selesai 
pelaksanaan kegiatan. itu real clan sah karena ada SK Bupati ". 

Menurut Kepala Bidang Pengcmbangan Kompetensi SDM 

Aparatur. mengemukakan ten tang insentif bahwa: 

"Ada, honorarium yang dituangkan dalam DPA SKPD BKPSDM, 
namun hanya kepada PNS yang namanya termasuk di dalam SK 
Bupati sesuai denganjabatannya di dalam panitia ". 

Hal senada Juga dikemukan oleh Kasubbid. Pengembangan 

Kompetensi Pegawai, bahwa : 

"lnsentif itu ada, dengan terbentuknya tim, otomatis ada 
honorarium di DPA BKPSDM, sesuai jabatan dan tugas masing
masing, 2015 be/um terlibat, 2016 sudah ada dan 2017 juga ada ". 

Dari berbagai informasi di atas, dapat diketahui bahwa faktor 

Disposisi di mana Implementor dalam ha! ini adalah Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung diangkat menjadi 

implementor kebijakan seleksi berdasarkan SK Bupati Tana Tidung dan 

diberikan insentif yang cukup untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang 

telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DP A). 

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan seleksi terbuka dari 

aspek disposisi dapat diketahui melalui pemyataan dari Kepala Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang mengungkapkan bahwa: 

"mereka mendukung karena sesuai dengan tanggung jawab dan 
tugas pokok dan fungsinya, dan agar ada komitmen lebih dalam 
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melaksanakan tugas. ada pe11111?f11kka11 khusus yaitu tim panitia 
y ang ditu11juk sesuai dengan SK Bupati Tana Tidung baik pada 
ta/um 2016 dan 201 7. sedangka11 insentif ada diherikan sesuai 
dengan SK Bupati dan DPA BKPSDM. khusus untuk tahun 2016 
dan 2017, sedangkan ta/nm 2015 kami tidak mengetahui apakah 
ado atau tidak, karena kami tidak dilibatkan dalam 
penga 11ggara n nya 
Selain salah p e11ga11ggara11 1111llik kegiatan tersebut yaitu 
mengg1111aka11 dana tidak terduga, da11 juga tidak melibatkan tim 
kompeten artiny a say a selaku kepa/a BKD tidak dilibatkan dalam 
kepanitiaan ". 

Dari pernyataan tcrscbut. hambatan da lam aspek disposisi tidak 

te1jadi secara signi fikan terutama pada tahun 201 6 dan 201 7 karcna sikap 

implementor sangat mcndukung pelaksanaan seleksi terbuka dan 

melaksanakannya dengan pcnuh tanggung jawab, demikian juga dengan 

pengaturan birokrasi telah dilakukan dengan pcngangkatan tim panitia 

pelaksana kegiatan melalui SK Bupati dan diberikan insentif yang sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

Hambatan terjadi lebih kepada implcmentasi seleksi terbuka pada 

tahun 2015 yang mana tidak jelasnya sumber anggaran yang digunakan, 

tidak adanya keterlibatan dari Kepala dan staf pelaksana pada Badan 

Kepegawaian Daerah pada saat itu dalam implementasi seleksi terbuka, 

selain itu tidak diketahui apakah ada pengangkatan pelaksana dalam SK 

Bupati dan pemberian insentif. 

d. Struktur Birokrasi 

Menurut Edwards IJI, variabel keempat yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi . Jika 

sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan sudah ada , dan para 

pe\aksana sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai 
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keinginan melaksanakan kebijakan tersebut, namun ada kemungkinan 

tidak dapat terlaksana apabila ada kelemahan dalam strnktur birokrasi. 

Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 

melakukan koordinasi dengan baik. Keberadaan birokrasi tidak hanya pada 

lingkup struktur pemerintah namun juga pada organisasi atau perusahaan 

swasta, institusi pendidikan dan lain sebagainya. Dua karakteristik dari 

birokrasi yang dapat rncndongkrak kinc1ja struktur birokrasi ke arah yang 

lebih baik adalah Standar Operating Procedures (SOP) yang lebih 

flcksibel , dan Fragmentasi. 

Pcrnyataan Kepala Badan Kcpcgawaian dan Pengembangan SDM 

mengena1 SOP pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi 

adalah: 

"Ada, yaitu SOP pelaksanaan seleksi terbuka namun baru berlaku 
untuk tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2015 - 2016 be/um ada. 
SOP ini disusun berdasarkan aturan yang berlaku yaitu 
Perrnenpan RB Nomor 13 Tahun 20 I 4 ". 

Demikian pula sepe1ti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi SOM Aparatur bahwa : 

"SOP nya ada, karena setiap pe/aksanann tugas kita hams memiliki 
SOP, dapat diambil dibidang pengemhangan kompetensi Sumber 
Daya Aparatur". 

Selain SOP, aspek berikutnya yang tidak kalah penting adalah 

aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. fragmentasi bertujuan 

untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, a tau program 
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pada beberapa unit ke1:ja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Sehingga dibutuhkan koordinasi dan ke1ja sama antar pihak-pihak terkait. 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung, 

didapatkan informasi mengenai fragmentasi bahwa : 

"Ya, menurut saya telah dilakukan penyebaran tanggungjawab oleh 
BKPSDM melalui pembe11tuka11 tim, pembagian tugas dan 
tanggungjawab yang jelas 111enurutje11ja11g/hirarki tertentu sesuai 
struktur OJganisasi ". 

Hal senada dikemukakan oleh Kasubbid. Pengembangan 

Kompetensi Pegawai bahwa : 

"dengan pelaksanaan seleksi terbuka ini sesuai dengan SK Bupati 
yang telah terbit, kita mengetahui apa tugas masing-masing yang 
disiapkan, bagian pemberkasan, perlengkapan, dokumentasi 
tinggal ketua tim yang mengarahkan apa yang harus dilakukan 
sesuai tanggungjawab masing-masing". 

Dari beberapa informasi di atas, dapat diketahui bahwa prosedur 

pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi tersebut telah dituangkan 

dalam bentuk SOP yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan. 

Hal lain yang dapat diketahui bahwa kerjasama dan koordinasi 

telah berjalan antar unit kerja di dalam pelaksanaan seleksi jabatan. Setiap 

anggota panitia atau tim telah mengetahui tugas dan tanggung jawab 

masing-masing dan berusaha me laksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Hambatan yang te1jadi adalah pada pelaksanaan seleksi terbuka 

pada tahun 2015 dan 20 16 yang be I um ada SOP, namun pada tahun 2016 

te lah ada aspek fragmentasi dari implementor dalam melaksanakan 

kegiatan yaitu dengan adanya panitia yang telah diberikan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. 
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C. Pembahasan 

1. Analisis lmplementasi Seleksi Terbuka J abatan Pimpinan T inggi 

Prata ma 

Berdasarkan basi l wawancara dengan para informan dapat diketahui 

dan dijelaskan tentang implementasi se leksi terbuka JPT Pratama sesuai 

clengan tuntutan dari kebijakan yang menclasari pelaksanaannya, atau 

sejauhmana implementor yaitu Badan Kepegawaian clan Pengembangan SDM 

Kabupaten Tana Tidung dapat melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan 

atura n yang berlaku secara maksimal. Selanjutnya dapat diketahui bahwa 

secara umum implemcntasi selcksi sudah berjalan dengan cukup baik terutama 

pada pelaksanaan di tahun 20 17, namun belum optimal. 

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Kebijakan dan Jangka waktu implementasi 

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah 

mengatur sistem manajemen kepegawaian menyebutkan bahwa 

manajemen ASN ·adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai 

ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Masih menurut UU ASN tersebut bahwa jabatan pimpinan tinggi adalah 

sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, dan dipilih 

berdasarkan sistem merit yang mernpakan kebijakan dan manajemen ASN 

yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan 

wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, 

agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi 

kecatatan. 
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Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20 17 tentang 

manajemen Pegawai Negcri Sipil, juga disebutkan bahwa pengisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lakukan secara terbuka dan kompetitif 

di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan lerten tu pada tingkat nasional 

atau ancar kabupaten/kota dalam 1 (san.1) provinsi. Namun belum adanya 

Peraturan teknis tentang pelaksaan PP Nomor 11 Tahun 20 17 in i 

menyebahkan masih bcrlakunya Permenpan RB Nomor 13 Tahun 20 14 

yang telah mengatur tata cara pelaksanaan pcngisian JPT. 

Aluran teknis pelaksanaan tentang kebijakan seleksi terbuka pada 

Permenpan RB Nomor 13 Tahun 20 14 ten tang Tata Cara Pcngisian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Tcrbuka di Lingkungan lnstansi 

Pemerintah. Di mana maksud dan tujuan dari Permenpan-RB in i adalah 

scbagai pcdoman bagi instansi pemerintah pusat dan dacrah dalam 

penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, madya dan 

utama terbuka. Diharapkan pada akhirnya terpi lih calon pejabat pimpinan 

tinggi pratama, rnadya dan utama pada instansi pemerintah baik pusat 

maupun daerah yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan 

sistern merit. Demikian pula seluruh tahapan yang diatur dalarn peraturan 

ini haruslah dilaksanakan. Untuk mendukung pelaksanaan implementasi 

seleksi terbuka maka instansi pusat maupun daerah dapat menggunakan 

Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 ini sebagai dasar hukum 

pelaksanaan kebijakan seleksi terbuka untuk mendukung pelaksanaan 

manajemen PNS berbasis sistem merit. 

43820.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



89 

Menurut Manan (2005: 13) Manajemen PNS merupakan 

keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efeklifi las dan derajat 

profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban 

kepegawaian yang melipuci perencanaan, pengadaan, pengembangan 

kualicas, penempatan, promos1, penggajian, kesejahteraan dan 

pemberhentian. 

Perlu di lakukan pri nsip "the right man on the right place " dalam 

pencmpatan aparatur dalam mengisi jabatan di dalam struktur 

pemerintahan, khususnya pada jabatan struktu ra l yang memegang peran 

stratcgis. Sela in itu menurut (Dewi, 2017:4), dominannya unsur kedekatan 

dan koncksi dalarn pemilihan pcjabat mengakibatkan kompetensi maupun 

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang tidak dijadikan 

scbagai penilaian utama dalam menempatkan sescorang dalam suatu 

jabatan tertentu. Para aparan1r daerah lainnya yang mcmiliki kompetensi 

dan kemampuan yang baik kemudian akan sulit mendapatkan jabatan yang 

sesuai karena telah tersingkirkan oleh pihak-pihak yang memiliki 

kedekatan tertentu atau memiliki ikatan kekerabatan dengan kepala daerah 

selaku pengambil kebijakan. Pada akhirnya, prinsip "the right man on the 

right place" akan sulit untuk diwujudkan. 

Dal am kaj ian klas ik oleh Mazmanian & Saba tier ( 1983) 

sebagaimana dikutip oleh Agustino (2016: J 28) mendefinisikan 

implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam 

bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekuti f yang pen ting atau pun keputusan badan 
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peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mcngidentifikasikan masalah 

yang ingin diatasi, dan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang 

ingin dicapai , dan berbagai cara untuk mcngatur proses implementasinya. 

Demikian halnya menurut pendapal van Meter & van Hom (1975) 

sebagaimana dikutip oleh Agustino (20 16: 128) mendefinisikan 

implementasi kebijakan scbagai tindakan-t indakan yang dilakukan baik 

oleh individu-individu arau pejabat-pcjabat atau kelompok-kelompok 

pcmerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. 

Menurut para Pakar di atas, dikctahui bahwa kcbijakan dapat 

berupa undang-undang atau perintah-perintah atau keputusan cksekutif 

yang memiliki tujuan yang harus dicapai olch pejabat atau kelompok. 

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat dirumuskan bahwa 

dalam pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah berpedoman kepada aturan yang 

berlaku dengan cukup baik. Aturan inilah yang kemudian menjadi 

pedoman yang mengatur berbagai tahapan yang harus dilakukan dalam 

implementasi seleksi terbuka agar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan 

pelaksanaan kegiatan ya itu mendapatkan pejabat yang kompeten sesuai 

persyaratan jabatan dan standar kompetensi yang telah ditentukan dan 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi berdasarkan 

sistem merit. Artinya melalui sistem merit ini kebijakan dan manajemen 

ASN harus berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara 
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adil dan waJar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, 

wama kulil, agama, asa l-usul, jenis kelamin, stalus pemikahan, umur atau 

kondisi kecatatan. Sehingga pejabat dengan prinsip "right man on the 

right place" dapat tcrcapai dengan baik. Si stem merit dapat menjami n 

birokrasi memiliki kine1ja pelayanan publik yang memadai dan mampu 

membuat kebijakan yang lepat sasaran dan bcrhasi l guna. 

lmplementasi sistem merit yang diwujudkan da lam bentuk 

kcbijakan seleksi terbuka khususnya unruk jabatan pimpinan tinggi di 

Indonesia, ba ru dimulai diterapkan secara formal pada tahun 20 14 seiring 

dengan tcrbitnya Pcrmcnpan RB Nomor 13 Tahun 2014 scbagai pedoman 

pclaksanaan scleksi tcrbuka jabatan pimpinan tinggi untuk rncwujudkan 

sistem merit di instansi pemerintah. Dengan semangat reformasi birokrasi 

maka pclaksanaan sclcksi terbuka tclah sesuai dcngan amanat pada UU 

ASN. Kemudian salah satu upaya untuk menjalankan sistcm manajemen 

ASN maka dibentuklah lembaga non struktural yang berfungsi untuk 

mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode eti k, dan kode perilaku ASN, 

serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada 

instansi pemerintah ya itu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

Untuk mewujudkan sistem merit dalam pemilihan pejabat 

pimpinan tinggi, pemerintah Kahupaten Tana Tidung juga melakukan 

seleksi terbuka pada bu Ian Maret 20 15. Pelaksanaan tersebut dilakukan 

pada masa transisi peralihan kepala daerah akibat adanya pilkada tahun 

20 15 sehingga Kabupaten Tana Tidung dipimpin oleh Penjabat Bupati . 

Pada masa kepemimpinan Pj . Bupati tersebullah, seleksi terbuka di 
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Kabupaten Tana Tidung dilakukan. Pada saat itu, jabatan yang diseleksi 

adalah bukan jabatan yang lowong melainkan jabatan pimpinan tinggi 

( eselon II) yang sudah ada pejabat definitifnya yang telah dilantik oleh 

Bupati sebelumnya. 

Selanjutnya pada tahun 2016 juga dilaksanakan seleksi terbuka 

j abatan pimpinan tinggi Pratama Jabatan yang diseleksi sejurnlah 6 jabatan 

kosong yaitu Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan , Staf Ahli Bidang 

Pertanian, SDA, dan Lingkungan Hidup, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik 

dan Pemerintahan, Staf Ah li Bidang Kemasayarakatan dan SDM, 

Inspektur, dan Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM. Kegiatan di mulai 

25 Juli 2016 dan berakhir pada Agustus 2016. Kemudian pada 

implementasi seleksi terbuka selanjutnya adalah pada tahun 2017 tepatnya 

pada bulan Maret sampai dengan Mei, dengan jumlah j abatan yang 

diseleksi sebanyak 9 jabatan. 

Efektif atau tidak nya suatu kebijakan tergantung dari basil atau 

tujuan kebijakan tersebut, apakah dapat terpenuhi atau tidak. Efektif atau 

tidaknya suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa hal, 

menurut Agustino (2016: 156) : 

I) Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah; 
2) Kesadaran untuk meneriman kebijakan; 
3) Ada atau tidaknya sanksi hukum; 
4) Kepentingan pribadi atau kelompok; 
5) Bertentangan dengan sistem nilai yang ada; 
6) Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi; 
7) Wujudnya Kepatuhan selektif; 
8) Waktu; 
9) Sosialisasi; 
l 0) Kondisi antar-lembaga a tau antar-organisasi. 
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Khusus mengenai waktu, efektif atau tidaknya suatu implementasi 

kebijakan sangat dipengaruhi juga o leh fakto r waktu tersebut, sebagai 

contoh, j ika suatu masyarakat memandang suatu kebijakan bertolak 

belakang dcngan kepentingan mereka, maka warga akan 

berkecenderungan untuk menolak kebijakan tersebut. Tetapi dengan 

berjalannya waktu, suatu kebijakan yang awalnya dito lak dan d ianggap 

kontroversia l dapat beru bah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat 

diterima o lch masyarakat. 

Pada kenyataann ya, implementasi yang dilaksanakan secara 

sempuma, sulit tcrwujud karena beberapa hal seperti yang dikatakan oleh 

Hogwood dan Gunn ( 1984) sebagaimana dikutip oleh Purwanto & 

Sulistyastuti (20 15: 14) bahwa : 

1) Ada hambatan kondis i ckstemal. Kcgagalan implemcntasi bukan 
karena lemahnya kebijakan, namun dapat karena faktor-faktor diluar 
organisasi yang menjadi penyebab utama kegagalan implemencasi; 

2) Waktu dan sumberdaya tidak tersedia secara memadai. Hambatan 
waktu dan sumber daya m erupakan suatu yang klas ik, namun 
implementasi akan gaga! jika tidak tersedia sumberdaya yang memadai 
dan sumberdaya bukan sesuatu yang berlimpah sehingga suatu 
kebijakan harus berkompetis i dengan kebijakan lain untuk 
mendapatkan kecukupan sumberdaya tersebut; 

3) Kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikiran (teoriti s) yang 
kuat tentang hubungan sebab-akibat antara kebijakan dan hasil yang 
ingin dicapai ; 

4) Hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasilnya jarang bers ifat 
langsung. Sering kali terjadi suatu kebijakan memiliki dampak yang 
memerlukan waktu yang lama; 

5) Lembaga pelaksana j arang yang b isa mandiri. Sangat tergantung 
dengan aktor lain; 

6) Jarang ada kesepakatan yang bers ifat umum diantara para aktor 
tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. 

7) Jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang 
sempuma. 
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Kendala waktu dapat mempengaruhi hasil implementasi suatu 

kebijakan, sehingga implementor harus memperhitungkan waktu 

pelaksanaan kebijakan apakah dapat efektif a tau tidak. 

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 2015 hingga 20 17, 

peme1intah Kabupaten Tana Tidung melakukan seleksi jabatan pimpinan 

tinggi sebanyak 3 kali. Menurut basil wawancara kepada para infomian 

dirumuskan bahwa pelaksanaan seleksi jabatan di Kabupaten Tana Tidung 

telah berjalan cukup baik namun tidak optimal, dengan berbagai 

permasalahan dan hambatan yang terjadi setiap pelaksanaannya. 

b. Hasil implementasi seleksi terbuka pada setiap tahapan sesuai ketentuan 

yang berlaku 

Jabatan sebagai sebuah organ yang menentukan dalam suatu 

pemerintahan pada dasarnya dibagi ke dalam jabatan fungsional dan 

jabatan struktural. Baik jabatan fungsional maupun jabatan struktural 

sudah seharusnya diisi dengan cara-cara yang baik, jujur dan adil sehingga 

tidak melanggar hak asasi setiap orang untuk memperoleh kesempatan 

yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan (Sri Ha1tini, 20 I 0). 

Melalui seleksi terbuka da lam pengisian jabatan membuat setiap 

PNS memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk duduk 

dalam suatu jabatan tertentu selama memiliki kompetensi seperti yang 

dibutuhkan. PNS yang tidak dapat mengembangkan kompetensi yang 

dimiliki akan secara Jangsung tereliminasi oleh PNS lain yang 

memiliki kompetensi yang lebih. Dengan demikian akan lebih mudah 

menemukan PNS yang handal dan professional karena meningkatnya 
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persamgan dalam rangka menunjukkan kualitas yang dimiliki (Dewi , 

2017:5). 

lmplementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai 

proses mente1jemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam 

praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu 

kompleks bahkan jarang be1111uatan politis karena wujudnya intervensi 

berbagai kepentingan. 

Menurut Agustino (2016: 129) bahwa implementasi kebijakan 

berkaitan dengan tiga hal yaitu, adanya tujuan dan sasaran, adanya 

aktivitas dan adanya hasil. Namun belum cukup karena implementasi 

merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebij akan 

melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga akan mendapatkan basi l sesuai 

dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut. 

Keberhasilan suatu implementasi dapat dil ihat dari prosesnya 

dengan melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan 

prosedur dan apakah tujuan program tersebut tercapai. Tahapan 

implementasi merupakan tahapan sangat penting dalam keseluruhan 

struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik 

dapat diselesaikan atau tidak. 

Proses implementasi mempakan proses yang rnmit dan kompleks. 

Hal ini dipahami karena proses implementasi melibatkan interaksi banyak 

variabel sekaligus merumuskan mekanisme delivery activities. 

Kompleksitas dalam proses implementasi tidak jarang memunculkan 

sejumlah permasalahan. Edwards III ( 1980) mengidentifikasikan ada 
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empat critical j(1ctors yang mempengaruhi keberhasilan proses 

implernentasi. Keempat faktor tersebut adalah : komunikasi, sumberdaya, 

disposisi atau peri laku, dan struktrn: birokras i. 

Menurut Pu1wanto & Sulistyastuti (20 15:85) setidaknya ada enam 

fak tor yang menjadi penentu berhasi l atau tidaknya suatu proses 

implementasi yaitu : 

1) Kualitas keb ij akan itu sendiri . Kualitas di sini menyangkut banyak ha!, 
seperti : keje lasa n tujuan , kejelasamn implementor atau penanggung 
jawab implementasi, dan lainnya. 

2) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu keb ijakan atau 
program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa 
didukung anggaran yang memadai. 

3) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan 
(pelayanan, subsidi , hibah, dan lainnya). Persoalan publik yang ingin 
dipecahkan oleh suatu kcbijakan juga mcmerlukan instrumen yang 
tepat untuk mengatasinya. 

4) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, 
koordinasi, pengawasan, dan scbagainya). Struktur organisasi yang 
terlalu hierarkis tentu akan menghambat proses implementasi. 

5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok 
sasaran adalah individu atau kelompok, laki -laki atau perempuan, 
terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran tersebut sangat 
berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses 
implementasi. 

6) Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi dan politik di mana 
implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang bcrkualitas tidak 
akan berhasil ketika diimplementasikan dalam kondisi lingkungan 
yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan. 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Seleksi terbuka pada 

tahun 201 5 tersebut diikuti oleh 21 pejabat eselon II, di mana 19 pejabat 

Pemkab. Tana Tidung dan masing-masing 1 pejabat dari Pemkot. Tarakan 

dan Pemprov. Kalimantan Utara. Seleksi terbuka ini awalnya diperkirakan 

diikuti oleh 35 pejabat, te1masuk pejabat yang menduduki 14 SK.PD. 

Hanya saJa, 14 kepala SKPD tersebut memboikot penyelenggaraan 

seleksi. 
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lmplementasi se leksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tana Tidung pada tahun 20 I 5 terhitung gaga! dikarenakan proses seleksi 

terhenti ditengah proses pelaksanaan. Sehingga menyebabkan tidak 

adanya hasil implementasi selcksi. Terhentinya proses pelaksanaan seleksi 

terjadi setelah dilaksanakannya assessment kompetensi yang pada saat itu 

bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara. Pada saat tahapan 

wawancara akhir,. tidak dapat dilaksanakan karena le1jadi kcsalahan 

penganggaran kegiatan yang menggunakan anggaran tidak terduga 

Kabupatcn Tana Tidung, yang mana seharusnya anggaran tidak terduga 

lerscbut hanya untuk keadaan gcnting atau tanggap darural bcncana. 

Selain itu, kewenangan yang dijalankan oleh Pj. Bupati saat itu 

sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurnt Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemcrintah nomor 49 tahun 2008, 

tugas dan kewenangan Pj. Bupati sangat terbatas, salah satu larangannya 

adalah melakukan mutasi pegawai. Oleh karena itulah menjadi salah satu 

dasar penolakan kegiatan seleksi terbuka oleh beberapa PNS di 

lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung. 

Sadan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana 

Tidung yang pada tahun 2015 masih bernama Badan Kepegawaian Oaerah 

(BKD), sebagai implementor dari kebijakan seleksi terbuka. tidak terlibat 

secara Jangsung dalam proses seleksi, karena selain pembiayaannya tidak 

teranggarkan di BKD, juga kegiatan seleksi tersebut mumi usulan dari Pj. 

Bupati dan pelaksananya dari luar satuan kerja BKD. 
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Pelaksanaan seleksi selanjutnya adalah pada tahun 20 16. 

lmplementasi seleksi terbuka pada tahun 2016 ini, selain telah 

dianggarkan juga telah disesuaikan dengan tahapan pada Pennenpan RB 

Nomor 13 Tahun 2014. Prosesnya dimulai dengan pembentukan Panitia 

Seleksi dan penyusunan standar kompelensi dengan bantuan lembaga 

assessment Center yang dalam hal ini adalah Assessment Center 

Universitas Mulawarman Samarinda. Jumlah JPT yang lowong dan 

dilakukan seleksi adalah sebanyak 6 jabatan. Dilaksanakan mulai Juli 

2016 dan berakhir pada Agustus 2016. Sejumlah pejabat menjadi peserta 

seleksi terbuka, namun tidak memcnuhi kuota minimal pcscrta pcrjabatan 

yang akan diseleksi. Adapun peserta yang mendaftar berjumlah 8 orang 

yang mengisi formasi untuk 5 jabatan kosong yang akan diseleksi. 

Jumlah pelamar yang kurang tersebut berpengaruh pada jalannya 

proses seleksi. Dikarenakan tidak memenuhi kuota minimal jumlah 

peserta untuk masing-masing jabatan, maka proses seleksi terbuka tersebut 

tidak menghasilkan minimal 3 (tiga) nama kandidat untuk diusulkan ke 

PPK dan dilaporkan ke KASN. Berdasarkan informasi yang didapatk:an 

bahwa pada tahapan persiapan dilakukan, tidak ada koordinasi dengan 

KASN tentang pembentukan panitia dan rekomendasi pelaksanaan seleks i, 

sehingga menjadi salah satu sebab kurang optimalnya pelaksanaan seleksi. 

Selanjutnya seleksi terbuka tersebut tidak mendapatkan hasil sesuai 

harapan, yaitu terpilihnya pejabat yang kompeten melalui seleksi, karena 

seleksi tersebut berubah orientas i menjadi bersifat potential review atau 
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pemetaan jabatan. Dengan kata lain bahwa implcmcntasi seleksi terbuka 

jabatan pimpinan tinggi Pratama tahun 201 6 tidak berhasil. 

lmplementasi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama 

selanjutnya adalah pada tahun 2017. Sebagai akibat dari pelaksanaan PP 

J 8 Tahun 20 16 maka te1jadi kekosongan jabatan pimpinan tinggi , 

sebelumnya pada tahun 20 16 berj umlah 6 (cnam) jabatan, pada tahun 

2017 menjacli 9 (sembi lan) jabatan pimpinan tinggi atau setara eselon II 

yang lo\vong. Sctclah dilakukan tahap pcrsiapan ya itu pcmbcntukan 

Pani!ia Seleksi dan penyusunan standar kompetensi jabatan yang dibantu 

olch Assessment Center Badan Diktat Provinsi Jawa Timur, maka 

dilaksanakanlah pengumuman sclcksi. Tcrdapat satu tahapan yang 

terlewatkan yaitu tidak melakukan koordinasi ke KASN sebelum 

pembentukan dan meminta rekomendasi pelaksanaan. 

Pada tahap persiapan ini , dilakukan pembentukan Panitia Seleksi 

yang dibentuk dengan persetujuan oleh Bupati Tana Tidung sebagai 

Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten. Panitia Seleksi terdiri dari 

unsur internal pemerintah kabupaten dan unsur eksternal, di mana unsur 

internal diisi oleh 2 (dua) orang pejabat di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tana Tidung, dan dari eksternal dii si oleh 3 (tiga) orang 

akademisi I profesional dari Perguruan Tinggi I Universitas di wilayah 

Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kali mantan Timur. Panitia seleksi 

dibantu oleh Lembaga Assessment Center yang telah ditunjuk dan lembaga 

ini bersifat . independen dan memi liki pengalaman dalam peni laian 

kompetensi dan psikotest dalam seleksi terbuka pejabat struktural. 
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Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan 

yang lowong dengan dibantu oleh Jembaga assessment center tersebut. 

Panitia Seleksi mempunyai peran yang sangat penting dalam pclaksanaan 

kegiatan seleksi terbuka ini , karena merekalah yang menentukan 

rekomendasi kandidat yang akan diusulkan ke PPK. Oleh karena itu, 

pemilihan panitia seleksi menjadi sangat krusial dalam kegiatan ini. 

Pcscrta yang .mcndaftar juga kurang memadai untuk seluruh 

jabatan yang diseleksi. Namun masih mcmcnuhi kuota untuk beberapa 

jabatan. Dari 9 (sembilan) jabatan yang akan diseleksi, hanya 5 (lima) 

yang mcmcnuhi kuota, scmentara 4 (empat) jabatan sisa tidak dapat 

dilanjutkan untuk diselcksi. Pcnyebab kurangnya pelamar ini menurut 

wawancara yang telah di lakukan bahwa kurangnya minat atau motivasi 

PNS untuk ikut, selain itu in tern pemerintah Kabupaten Tana Tidung tidak 

memiliki pejabat yang secara umum memenuhi persyaratan minimal 

pangkat/golongan serta pernah menduduki eselon III.A. Dari 30 (tiga 

puluh) daftar nama PNS yang masuk penjaringan hanya 16 (enam belas) 

orang yang mendaftar. 

Motivasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung 

untuk berkompetisi dirasakan sangat kurang, mereka merasa tidak mampu 

dan tidak siap berkompetisi , dan khawatir sebagai pelengkap/ pendamping 

saja karena Bupati telah memil iki calon unggulan. Selain itu, minimnya 

minat peserta dari luar Kabupaten Tana Tidung adalah karena mahalnya 

harga kebutuhan rudup, dan fasil itas sarana dan prasarana yang kurang 
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memadai , dan mereka sudah nyarnan dengan jabatan yang telah dimiliki 

sehingga rnengurangi rninat para PNS tersebut untuk ikut serta. 

Kemudian tahap pelaksanaan dilanjutkan dengan seleksi 

administrasi, seleksi kompetensi dan psikotest, wawancara akhir, 

penelusuran rekam jejak calon. Selanjutnya tugas panitia se leksi adalah 

rnengajukan 3 (tiga) narna kandidat yang direkornendas ikan kepada Bupati 

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Melihat minirnnya peserta 

yang rncndaftar, rata-rata 3 (tiga) orang untuk rnasing-masing jabatan. 

maka sernua peserta yang mengikuti seleksi akan direkomendasikan oleh 

Panitia Seleksi kepada PPK. Selanjutnya PPK dapat bebas rnern ilih l 

(satu) kandidat tersebut untuk dilantik menduduk i jabatan, walaupun 

kandidat tersebut rnerniliki penilaian dan rekomendasi yang tidak sebaik 

kandidat lainnya. Oleh karena PPK rnerniliki kewenangan penuh untuk 

rnemilih, maka dapat bebas memilih kandidat mana yang disukainya. 

Tahapan monitoring dan evaluasi menjadi tahapan terakhir kegiatan 

seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana 

Tidung. Pada tahap ini, Bupati selaku PPK dan pejabat yang berwenang 

hams rnemberikan orientasi tugas selama satu bulan kepada pejabat yang 

sudah dipi lih dan ditetapkan (dilantik). 

Terlepas dari permasalahan tersebut, proses pelaksanaan seleksi 

jabatan tetap terus dilakukan yang disesuaikan dengan tahapan pada 

Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014. Sehingga didapatkan hasil usulan 

3 (tiga) nama untuk masing-masing jabatan yang diseleksi dan diajukan 

oleh Panitia Seleksi kepada PPK dan kemudian PPK mernilih salah satu 
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kandidat untuk dipilih dan dilantik menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama, setelah sebelumnya panitia atau implementor berkoordinasi 

dengan KASN mengenai rekomendasi hasil seleksi terbuka tersebut. 

Dengan terbitnya surat KASN Nomor : B-144/KASN/5/2017 

tanggal 15 Mei 2017 perihal Rekomendasi basil sc leksi terbuka jabatan 

pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pernerintah Kabupaten Tana 

Tidung, maka menandakan bahwa implementas i selcksi tcrbuka tahun 

2017 telah berhasi l. Untuk sclanjutnya Bupati Tana Tidung memilih dan 

melantik kandidat yang terpilih. Pelantikan terjadi secara dua tahap yaitu 

berdasarkan Surat Kcputusan Bupati Tana Tidung Nomor 

82 1.2/ 1848/20 17 tanggal 29 Mei 2017 yang melantik dua orang pejabat 

yairu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan 

Sekrctaris DPRD. Selanjutnya pclantikan pada tanggal 7 Agustus 201 7 

berdasarkan Surat Kcputusan Bupati Tana Tidung Nomor 

821.2/201112017 yang melantik 3 (tiga) Pejabat yaitu lnspektur, Kepala 

Dinas Komunikasi dan lnformatika, dan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda 

dan Olabraga. 

Setelab berhasil melakukan pelantikan pejabat pimpinan tinggi 

Pratama tersebut di atas sesuai dengan basil seleksi dan tahapan sesuai 

aturan yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa implementasi seleksi 

terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama tahun 2017 telah berhasil 

terselenggara dengan cukup baik namun belum optimal dikarenakan 

jumlah peserta yang minim dan adanya jabatan yang tidak dilanjutkan 

proses seleksinya. 
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Menurul Agustino (2016:21) bahwa implcmentasi merupakan 

kegiatan untuk mend istribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh 

para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk 

mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan tersebut diharapkan 

muncul manakala keluaran kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan 

dengan baik o leh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil 

keb ijakan akan mampu terwujud. Jmplementasi dapat dimaknai dengan 

pengelolaan hukum (karena kebijakan telah disyahkan dalam bentuk 

hukum) dengan mengerahkan semua sumberdaya yang ada agar kebijakan 

tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya. 

Dasar hukum implementasi seleksi terbuka salah satunya adalah 

Pennenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 yang memuat tata cara serta 

tahapan-tahapan seleksi terbuka. Pada proses pclaksanaan seleksi terbuka 

yang diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Tana T idung, telah 

berusaha untuk sesuai dengan dasar kebijakan tersebut. 

Menurut Goggin et al.( 1990) sebagaimana dikutip oleh Purwanto 

& Sulistyastuti (20 15:89) bahwa kebijakan diasumsikan sebagai suatu 

"pesan" dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Keberhasilan 

implementasi pesan tersebut sangat dipengarnhi oleh 3 hal pokok : 

I) lsi kebijakan (The content of The policy message) 

2) Format Kebijakan (The for of The policy message) 

3) Reputasi Aktor (The reputation of The communicators) 

Is i kebijakan meliputi sumberdaya, manfaat kebijakan, serta 

keterlibatan publik. f 01mat kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan 
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(policy clarity). konsistensi kebijakan (policy consistency), frekuensi serta 

penerimaan isi kebijakan (receipt of message). Sedangkan reputation of 

Communications terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan has il penelitian, diperoleh informasi bahwa untuk 

implementasi seleks i terbuka pada tahun 2015 dan 2016, tidak sesuai 

dengan tahapan yang ada. pada Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2014 

sehingga tidak sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. Untuk 

implementasi pada tahun 2017 lah yang te lah sesuai dengan tahapan yang 

ada, walaupun masih terdapat kesalahan dalam tahap persiapan yaitu tidak 

melapor atau berkoordinasi dengan KASN, tetapi tahapan yang lainnya 

sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan berhasil mendapatkan apa 

yang menjadi tujuan diadakannya seleksi terbuka tersebut. 

Namun dalam pelaksanaannya, dapat dikatakan belum optimal 

melihat pada kurangnya peserta yang mendaftar dan mengikuti seleksi, ha! 

ini berkaitan dengan kurangnya minat para PNS yang memenuhi syarat 

untuk ikut serta menjadi peserta seleksi. Narnun kendala berupa kurangnya 

minat PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka 

dikarenakan oleh kurangnya minat untuk berkornpetisi dan adanya 

keraguan dapat terpilih, rnenjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana untuk 

dapat meyakinkan PNS tersebut bahwa proses pelaksanaan seleksi terbuka 

ini bersifat transparan, kompetitif, profesional, tidak membeda-bedakan 

dan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, terbatasnya jumlah PNS yang 
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memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi menjadi tantangan tersendiri 

dalam memenuhi kuota minimal pese11a seleksi. 

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa 

implementasi kebijakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama yang 

dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten 

Tana Tidung telah be1jalan namun belum optimal terselenggara dengan baik 

sesuai aturan yang berlaku. Jumlah peserta yang kurang dikarenakan minat 

atau motivasi PNS yang kurang untuk mengikuti seleksi terbuka memiliki 

andil terbesar dalam hal ini, karena menyebabkan proses seleksi untuk 

beberapa jabatan tidak dapat dilakukan. 

Rendahnya minat peserta dari PNS di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten maupun dari luar kabupaten Tana Tidung untuk mendaftar adalah 

lebih karena ketidaksiapan dari PNS itu sendiri , kekhawatiran hanya sebagai 

pendamping dikarenakan Bupati sudah memiliki calon unggulan, kurangnya 

semangat berkompetisi, jumlah PNS yang memenuhi syarat terbatas, dan 

tidak ada pendaftar dari Juar wilayah kabupaten dikarenakan oleh letak 

geografis, infrastmktur yang kurang lengkap, sarana dan prasarana yang 

kurang memadai serta biaya hidup yang mahal. 

Adapun upaya dalam meningkatkan minat PNS yang memenuhi syarat 

untuk ikut se1ta berkompetisi dalam se leksi JPT Pratama ini antara lain 

adalah dengan memberikan keyakinan yang memadai bagi semua PNS 

tersebut bahwa pelaksanaan seleksi akan dilakukan secara adil, transparan, 

dan profesional dengan meminimalisir pengaruh kepentingan politik, selain 

itu dapat melalui peningkatan kompetensi PNS melalui pendidikan yang 
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sesuai (tugas belajar atau ijin belajar), diklat teknis atau bimtek aga r memiliki 

kompetensi yang dibutuhkan olch jabatan tertentu. 

Pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama ini merupakan salah satu 

wujud konsep administrasi kebijakan publik dengan memberikan pemecahan 

masalah publik terkait dengan pemilihan pejabat struktural yang berkompeten 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan menggunakan sistem merit sesuai 

amanat Undang-undang. 

Melalui implementasi kebijakan selcksi terbuka ini scmua proses 

pemilihan pcjabat pimpinan tinggi Pratama dapat menjadi lebih tepat sasaran 

agar menghasilkan pemimpin yang kompctcn scsuai bidang tugas dan 

keahlian masing-masing. 

2. Analisis Faktor-faktor Pcnghambat Dalam lmplementasi Seleksi 

Terbuka 

Sebagaimana telah dibahas pada hasil penelitian bahwa terdapat faktor

faktor penghambat dalam implementasi seleksi terbuka jabatan pimpinan 

tinggi Pratama dengan merujuk teori implementasi oleh Edwards III yang 

terdiri dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. 

Penulis akan menganalisa secara deskriptif kualitatif sebagai berikut : 

a. Komunikasi 

Faktor komunikasi sangat menenn1kan keberhasilan pencapaian 

tujuan dari implementasi kebijakan seleksi terbuka jabatan pimpinan 

tinggi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten 

Tana Tidung. Komunikasi yang baik diantara semua pihak terkai t dalam 

pelaksanaan implementasi scleksi cerbuka tersebut dimaksudkan agar apa 
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yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dikomunikasikan 

kepada kelompok sasaran yang da lam hal ini adalah pegawai negeri sipil 

yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti sclcksi terbuka dan 

implementor akan semakin konsisten dan dapat mengurangi pe1masa lahan 

dalam implcmentasi untuk pencapaian tujuan kebijakan. 

Terdapat 3 (tiga) indikator penting yang digunakan dalam 

kaitannya dengan aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu : 

I) Tran ·misi; pcnyaluran komunikasi yang baik 

2) Kejelasan: komunikasi yang diterima haruslah jelas dan tidak ambigu 

3) Konsistensi; perintah yang diberikan haruslah konsisten 

Dari aspck transmisi, mcnurut teori Edwards m, bahwa dengan 

aspek komunikasi berupa transmisi informasi yang baik dalam proses 

implcmcntasi kebijakan, dapat memberikan pemahaman scmua pihak 

terkai t agar mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan, sehingga tidak ada 

pertentangan dalam pelaksanaannya. Demikian pula halnya dengan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung, perlu 

adanya penyampaian info1111asi yang lebih baik kepada seluruh kelompok 

sasaran yaitu PNS, sehingga mereka lebih mengetahui kegunaan, manfaat 

dan rujuan dari kebijakan tersebut. 

Bcrdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan 

implementasi terbuka JPT Pratama telah dilakukan oleh Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung kepada 

seluruh PNS di seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana 

Tidung dengan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, surat edaran, 
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pengumuman di papan pengumurnan, pada website instansi, serta di media 

cetak lokal. Namun ini dirasakan masih kurang efekt if, karena kurangnya 

peserta yang mendaftar pada setiap kali pelaksanaan seleksi terbuka. 

Komunikasi lebih intensif dan rnas if, tidak hanya ditingkat lokal saja, jika 

rnemungkinkan clapat dilakukan di regional Kalimantan dan atau di tingkat 

nasional , rnelalui media cetak nasional , dan media-media sosial tidak 

dilakukan olch BKPSDM . karena terbatasnya anggaran untuk 

pengumuman. Anggaran unluk pengumuman dilakukan untuk lingkup 

provinsi saja tanpa menganggarkan unruk lingkup yang lebih luas. 

Kedcpannya perlu ditingkatkan lagi anggaran khusus untuk pengumuman 

dilingkup yang lebih luas, di media cetak di regional kalimantan dan atau 

nasional, melalui sarana radio atau televisi, agar informasi dapat 

tersalurkan kepada seluruh PNS. 

Dari aspek kejelasan, berdasarkan teori Edwards III mengenai 

kejelasan informasi yang disampaikan merupakan hal penting agar pihak 

terkait dapat memahami secara jelas dan tidak bingung dengan maksud 

dan rujuan dari implementasi kebijakan. Ketidakjelasan akan informasi 

mengenai seleksi terbuka tersebut akan rnenimbulkan kesalahan persepsi, 

sehingga dalam pelaksanaannya dapat terdistorsi dari tujuan awal. 

Melihat basil penelitian yang telah dilakukan bahwa komunikasi 

telah disampaikan dengan sangat jelas dan tidak membingungkan. 

Penyarnpaian tersebut dalam bentuk pengurnuman di media cetak, secara 

offline di papan pengumuman, secara Online di website resrni instansi, dan 

surat edaran yang disesuaikan dengan aturan. Hambatan akan timbul j ika 
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PNS itu sendiri acuh tak acuh dengan pengumuman yang telah 

dikomukasikan dengan baik dan j elas tersebut. 

Selanjutnya dari aspek konsistensi, menurut teori Edwards III 

bahwa informasi atau perintah yang diberikan kepada pihak terkait 

haruslah konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebingungan dari pihak pelaksana 

dalam melaksanakan kebijakan .. Demikian pula halnya dalam pelaksanaan 

kebijakan seleks i terbuka oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

SDM Kabupaten Tana T idung yang sangat diperlukan konsistensi 

infonnasi agar tujuan dapat tercapai. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa komunikasi yang 

disampaikan telah konsisten dan t idak berubah-ubah, sehingga pihak-pihak 

terkait dcngan kebijakan seleksi terbuka dapat melaksanakannya dengan 

jelas dan tidak menjadi bingung. 

Sedangkan aspek komunikasi menurut Van Metter dan Van Horn 

dalam Winamo (2007:156), agar kebijakan publik bisa dilaksanakan 

dengan efektif, standar tujuan harus d ipahami oleh para individu 

(implementators) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan 

tujuan kebijakan. Oleh Sebab itu, standar dan tujuan harus 

dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka 

penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang 

menjadi standar dan tuj uan harus konsisten dan seragam (Consistency dan 

uniformity) dari berbagai sumber inforrnasi. 
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Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

implementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi komunikasi 

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka 

asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. begitu 

pula sebaiknya. 

Melihat uraian dari aspek komunikasi di alas, dapal penulis 

rumuskan bahwa komunikas i yang dilakukan oleh implementor sudah 

berjalan dengan baik, karcna scmua infonnasi tentang implementasi 

seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi sesuai aturan pada Permenpan RB 

Nomor 13 Tahun 2014 dikomunikasikan oleh implementor kepada 

kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang tcrkait secara langsung 

maupun tidak langsung dengan saluran yang baik, jelas dan konsisten. 

Namun perlu ditingkatkan lagi keefektifan komunikasi kepada calon 

peserta seleksi yaitu PNS yang memenuhi syarat di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tana Tidung maupun di luar Pemerintah Kabupaten Tana 

Tidung. 

b. Sumberdaya 

Sumberdaya diperlukan untuk oleh pelaksana guna mendukung 

keberhasilan implementasi kcbijakan. Sumberdaya yang dimaksud adalah 

sumbcrdaya manusia baik pelaksana maupun objek dari implementasi 

tersebut, kemudian sumber daya anggaran dan fasilitas fisik berupa sarana 

dan prasarana. 

Sesuai dengan pendapat Edwards III bahwa implementor mungkin 

memiliki slaf yang mencukupi , mengerti apa yang harus dilakukannya, 
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anggaran yang tersedia, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana 

dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berbasil. 

Oleh karena itu seyogyanya BKPSDM dapat mclengkapi semua sarana 

dan prasarana yang cukup memadai dalam pelabanaan implementas i 

seleksi terbuka yang akan diadakan selanjutnya. 

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Meri lee S. Grindle 

( 1980) dalam Agustino (20.16: 134) bahwa kebe rhasi lan suatu 

implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian 

outcomes (yairu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Selain itu 

juga amat ditentukan olch tingkat implementability yang terdiri dari 

Content of Policy dan Context of Policy. Dalam Content of Policy, 

menurut Grindle, salah satunya adalah Resources Commiued (sumber

sumber daya yang digunakan), yang mana pelaksanaan suatu kebijakan 

juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar 

pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

Sesuai dengan basil penelitian yang diperolch, bahwa secara umum 

sumberdaya manusia (stat) yang menangani implementasi seleksi terbuka 

pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM Kabupaten Tana 

Tidung sudah cukup memadai dan memiliki kompetensi untuk 

melaksanakannya. Demikian pula dari tim panitia seleksi yang terdiri dari 

unsur intern pemerintah dan ekstem pemerintah ya itu dari akademisi dan 

tenaga ahli atau profesional dari lembaga yang terpilih, serta bekerjasama 

dengan assessment center dari lembaga yang telah teruji dan kredibel , 

dirasakan sudah memadai untuk mencapai tujuan seleksi terbuka tersebut. 
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Kcmudian dari aspek sumberdaya anggaran, berdasarkan basi l 

penelitian bahwa anggaran untuk implementasi kebijakan tersebut harus 

ada, bcnar dalam penggunaan anggaran. cukup memadai jumlahnya dan 

tepat sasaran. Sadan Kepegawaian dan Pengembangan SOM Kabupaten 

Tana Tidung sudah menganggarkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 

kebijakan tersebut sehingga dengan lersedianya anggaran tcrsebut dapat 

mcmbcrikan has il yang diharapkan. 

Bcrdasarkan ura ian di atas, dapat diketahui bahwa fasi litas (sarana 

dan prasarana) juga merupakan faktor penting dalam implementasi 

kcbijakan. Dari aspek fasilitas (sarana dan prasarana), berdasarkan has il 

penclitian didapatkan bahwa fas ilitas pada Kantor Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung perlu adanya 

peningkatan karena dirasa kurang memadai. Gedung kantor yang masih 

status pinjam pakai, rnangan sempit, tidak adanya ruang pertemuan, 

jumlah ruangan yang terbatas, diperlukan perlengkapan lain seperti AC, 

proyektor LCD, komputer, printer, meja dan kursi sebagai pendukung 

terlaksananya implementasi seleksi terbuka secara efekti f dan efisien. 

c. Disposisi 

Disposisi merupakan aspek penting selanjutnya berdasarkan teori 

Edwards 111, yang mana diartikan sebagai sikap dari pelaksana kebijakan. 

Aspek yang berkaitan dalam disposisi tersebut adalah sikap implementor, 

pengangkatan birokrat, dan insentif. 

Aspek sikap implementor terhadap implementasi se leksi terbuka 

JPT di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung bahwa semua 
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implementor mendukung dan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

masing-masing dengan baik dan dapat menerima kebijakan. 

Selanjutnya dari aspek pengangkatan birokral, berdasarkan hasil 

penelitian, semua implementor diangkat secara formal melalui surat 

keputusan Bupati dalarn benluk kepanitiaan yang terdiri dari beberapa tim, 

yaitu tim panitia seleksi, tim assessment kompetensi, dan tim sekretariat, 

yang mana tim-tim tersebut mcmiliki tugas dan fungsi masing-masing. 

Pengangkatan implementor pada Badan Kepegawaian dan Pcngembangan 

SOM Kabupaten Tana Tidung ini sesuai dengan kemarnpuan, kapabilitas, 

dan kompetensinya. 

Sesuai dengan tcori Edwards Ill bahwa salah satu tcknik yang 

disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah 

dcngan mcmanipulasi inscntif. Pemberian insentif ini dapat menjadi 

pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan 

perintah dengan baik. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

Kabupaten Tana Tidung memberikan insentif bagi implementor. 

Berdasarkan hasil penelitian, semua implementor yang diangkat melalui 

SK Bupati diberikan insentif sesuai tingkatan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. 

Hal mengenai disposisi ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Van 

Metterdan Van Hom (1975) dalam Agustino (20 16:1 35) bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik adalah 

sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana. Sikap penerimaan 

atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengamhi 
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keberhasilan atau tidaknya kine1ja implcmentasi publik. Hal ini sangat 

mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang di laksanakan bukanlah hasil 

formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan 

permasalahan yang mercka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan 

implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (top down) yang 

sangat mungkin para pengambi l keputusannya tidak pernah mcngetahui 

(bahkan tidak mampu mcnyentuh) kcbutuhan. keinginan, atau 

permasa lahan yang warga ingin selesaikan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa sikap 

implementor terhadap kebijakan scleksi tcrbuka jabatan pimpinan tinggi 

adalah mendukung, mau bekcrjasama untuk tujuan dari kebijakan tersebut 

dengan penuh tanggung jawab. Demikian pula dari aspek pengangkatan 

birokrat dan aspek insenti f, scmua implementor secara formal diangkat 

melalui SK Bupati dan semua yang tem1asuk di da lam SK tersebut 

mendapatkan insentif sesuai ketentuan. 

d. Struktur Birokrasi 

Edwards Ill menegaskan bahwa walaupun sumberdaya pelaksanaan 

kebijakan tersedia, atau pclaksana sudah mengetahui apa yang hams 

dikerjakan dan punya keinginan melaksanakan kebijakan, kemungkinan 

kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena lemahnya struktur 

birokrasi. 

Kebijakan yang kompleks menuntut kerja sama dari banyak orang, 

ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang ada, maka 

akan menyebabkan sumberdaya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi 
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yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Birokrasi sebagai 

pelaksana scbuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah 

diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

Adapun aspek yang paling menonjol dari strnktur birokrasi 

menurut Edwards III adalah Standar Operasional Proscdur (SOP) dan 

fragmentasi. SOP merupakan suatu prosedur/aktivitas terencana rutin yang 

mcmungkinkan para pelaksana untuk mclakukan kcgiatan atau peke1jaan 

setiap hari sesuai standar yang telah ditetapkan. Sedangkan Fragmentasi 

bertujuan untuk menyebarkan tanggungjawab pelbagai aktivitas, kegiatan, 

atau program pada bebcrapa unit kcrja yang sesuai dcngan bidangnya 

masing-masing. 

Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sabatier (J 983) dalam 

Agutino (20 16: 148-149) bahwa pcran penting dari implemcntasi kebijakan 

publik adalah kemampuannya dalarn mengidentifikasikan variabel-

variabel yang rnempengaruhi tercapainya tujuan formal dari proses 

implementasi. Salah satu variabcl dimaksud adalah keman1puan kebijakan 

menstruktur proses implementasi secara tepat. Para pembuat kebijakan 

mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses 

implementas i secara tepat melalu i cara sebagai berikut : 

I) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan 
dicapai. 
Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk yang cermat 
dan disusun secara jelas skala p1ioritas atau urutan kepentingan bagi 
para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula 
kemungkinan bahwa oulpur kebijakan dari badan-badan pelaksana 
akan sejalan dengan petunjuk tesebut. 
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2) Keterandalan teori kausa litas yang diperlukan. 
Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira 
tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi 
kebijakan. 

3) Ketetapan alokasi sumber <lana. 
Tersedianya dana pada tingkat batas ambang batas tertcntu sangat 
diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal. 

4) Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan di antara 
lembaga/instansi pelaksa na. 
Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh sctiap peraturan 
perundang-undangan yang baik. ada lah kemampuannya untuk 
memadukan hierarki badan-badan pelaksana. Ketika kcmampuan 
untuk mcnyatupadukan d inas. badan. dan lcmbaga alpa dilaksanakan. 
maka koordinasi antar-instansi yang bertujuan mempermudah jalannya 
implementasi kebijakan justri akan membuyarkan tujuan dari 
kebijakan yang telah ditetapkan 

5) Aturan-aturan pembuat kcputusan dari badan pelaksana 
Selain dapat mcmberikan kejelasan dan konsistcnsi tujuan, 
memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi 
kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat 
mempcngaruhi lebih lanjut proses implcmcntasi kebijakan dengan cara 
menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari 
badan pelaksana. 

6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang tennaktub dalam 
undang-undang 
Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi 
tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena, top 
down policy bukanlah perkara yang mudah untuk dilimpahkan kepada 
para pejabat pelaksana di level lokal. 

7) Akses formal pihak-pihak luar 
Faktor lain yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan adalah 
sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi paitisipasi para aktor 
di luar badan pelaksana dapat mendukung rujuan resmi. Jni 
dimaksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksana yang ditunjuk 
oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa aspek penting dari 

struktur birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah 

kejelasan aturan atau prosedur dan adanya fragmentasi atau penyebaran 

tanggung jawab atau wewenang 
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Berdasarkan hasil penelitian, SOP selcksi terbuka jabatan pimpinan 

tinggi sudah ada dan difonnalkan yang mengacu pada Pe1menpan RB 

Nomor 13 tahun 2014. Sedangkan dicmjau dari aspek fragmentasi yang 

bertujuan untuk menyebar tanggung jawab, BKPSDM Kabupaten Tana 

Tidung menggunakan tugas dan fungsi masing-masing bidang sesuai 

dengan Pera tu ran Bu pa ti Tana Ti dung Nomor 53 Tahun 20 17 ten tang 

perubahan at as Peraturan Bu pa ti Nornor.3 7 tahun 20 16 ten tang kedudukan, 

tugas, fungsi dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana 

Tidung. Seleksi jabatan merupakan tugas dan fungsi dari Bidang 

Pcngembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur, kemudian disebarkan 

kepada Sub Bidang Pengembangan Kompctcnsi Pegawai, yang kemudian 

disebarkan lagi kepada staf yang membidangi. Namun pada 

pelaksanaannya semua pejabat dan staf tcrlibat di dalam implementasi 

kebijakan tersebut. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi seperti ini , 

maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh unit kerja 

yang kompeten dan kapabel. 

Menurut hasil penelitian, didapatkan bahwa BKPSDM Kabupaten 

Tana Tidung telah melakukan fragmentasi terhadap struktur birokrasi 

sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. 
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A. Kesimpulan 

BABY 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan keseluruhan basil penelitian dan hasil analisis pembahasan 

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

l. Implernentasi seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tana Tidung belum berjalan optimal scbagaimana yang 

diharapkan, terutama pada ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan tahapan 

pada Permenpan RB Nomor 13 Tahun 20 I 4 dan jum lah peserta yang kurang 

dikarenakan rendahnya minat dan motivasi dari PNS untuk mengikuti seleksi, 

yang dikarenakan semangat berkompetisi PNS sangat kurang, merasa tidak 

mampu dan tidak siap, serta khawatir sebagai pelengkap/pendamping karena 

Bupati telah memiliki calon unggulan. Sedangkan bagi PNS dari luar 

Kabupaten Tana Tidung adalah karena mahalnya harga kebutuhan hidup, 

fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta telah nyaman 

dengan jabatan yang dimiliki. 

2. Terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi seleksi 

terbuka JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung yaitu 

faktor komunikasi dan faktor sumberdaya, sedangkan 2 (dua) faktor lainnya 

menjadi faktor pendukung adalah d isposisi dan struktur birokrasi. 

a. Faktor komunikasi yang menjadi penghambat yaitu : 

I) Transmisi komuni kasi kepada PNS cal on peserta seleksi yang 

dirasakan masih kurang efektif dalam ruang lingkup kecil, kornunikasi 
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tidak diperluas dikarcnakan anggaran yang tidak mencukupi. Oleh 

karena itu perlu dikomunikasikan lebih intensif dan masif di tingkat 

regional dan nasional dcngan anggaran yang cukup. 

Sedangkan faktor komunikas i yang menjadi pendukung implementasi 

adalah kejelasan dan konsistcnsi dari komunikasi tersebut. 

b. Faktor sumberdaya yang menjadi penghambat ya itu : 

I) Sumbcrdaya berupa fosi li tas (sarana dan prasarana) scpcrti gedung 

dan ruang pcrtcmuan beserta perlengkapannya masih kurang memadai 

dan perlu ditingkatkan. 

Sedangkan faktor sumbcrdaya yang dapat mendukung implementasi 

adalah sumbcrdaya implementor yang cukup mcmadai dan bcrkompeten, 

serta ketersediaan anggaran pelaksanaan. 

c. Faktor disposisi yang mcnjadi pcndukung yaitu : 

I) Semua implementor bersikap mendukung, menenma kebijakan 

tersebut dan melaksanakannya secara baik dan bertanggungjawab. 

2) Semua implementor diangkat secara formal melalui SK Bupati; 

3) Semua implementor diberikan insentif. 

d. Faktor struktur birokrasi yang menjadi pendukung yaitu : 

I) Adanya kejelasan proscdur pelaksanaan yang diwujudkan dalam SOP 

sesuai Pennenpan RB Nomor 13 Tahun 2014; 

2) Adanya kejelasan penyebaran tanggung jawab yang jelas dalam tugas 

dan fungsi masing-masing implementor. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan hasi l pcnelitian di atas, maka dapat disarankan 

beberapa hal yang diharapkan dapat menyempurnakan implementasi seleksi 

terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Tana Tidung sebagai berikut : 

I. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupatcn Tana Tidung agar 

dapat mcningkatkan minat atau motivasi PNS di lingkungan pemerintah 

Kabupatcn Tana Tidung untuk bcrkompetisi pada seleksi terbuka dengan 

memberikan keyakinan yang memadai bagi semua PNS tersebut bahwa 

pclaksanaan seleksi akan dilakukan dengan transparan, kompetitif, 

profesional, tidak membeda-bcdakan dan sesuai aturan yang berlaku serta 

akan meminimalisir pengaruh kepentingan politik, selain itu dapat melalui 

peningkatan kompetensi PNS melalu i pendidikan yang scsuai (tugas belajar 

atau ijin belajar), diklat teknis atau bimtek agar memiliki kompetensi yang 

dibutuhkan oleh jabatan tertentu; 

2. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung hendaknya terus mendukung 

implementasi seleksi terbuka selama ada jabatan pimpinan tinggi yang lowong 

atau dalam rangka penataan organisasi, yaitu dengan menyediakan anggaran 

yang cukup; 

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM Kabupaten Tana Tidung harus 

terus berbenah untuk meningkatkan dan memenuhi fasi litas berupa sarana dan 

prasarana pendukung guna kelancaran implementasi seleksi terbuka, baik 

berupa gedung, ruang pertemuan dan semua perlengkapan yang dibutuhkan; 
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4. Agar memudahkan mendapatkan kandidat calon pese11a seteksi, scharusnya 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM Kabupaten Tana Tidung 

metakukan pemetaan kompetcnsi PNS (sejenis talent pool) sesuai dengan 

bidang tugas dan pengalaman jabatannya masing-masing, sehingga ketika 

dipertukan segera dapat diketahui PNS mana yang dapat diikutsertakan datam 

seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi tersebut. 

5. Untuk lebih efektif petaksanaan seleksi terbuka datam hat pemcnuhan kuota 

minimal peserta seteksi dan kurangnya minat PNS untuk ikut selcksi, 

sebaiknya Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang datam hat ini Bupati 

sclaku Pejabat Pembina Kcpcgawaian dapat sedikit "memaksa" PNS yang 

tc lah memenuhi syarat ikut seteksi namun enggan ikut berkompetisi yaitu 

dengan menugaskan yang bersangkutan secara resmi dengan mengetuarkan 

Surat Tugas. 

6. Agar tidak terjadi kesalahan dalam proses petaksanaannya, tebih menghemat 

waktu dan biaya, seleksi terbuka di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana 

Tidung dapat memanfaatkan sarana teknotogi informasi dengan mcmbuat atau 

mencari sistem aplikasi yang secara otomatis dapat memudahkan proses 

pelaksanaan seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana 

Ti dung. 
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);- Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. 

1. Kebijakan atau peraturan apa yang mendasari dalam implementasi seleksi 
terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Tana Tidung? 

2. Sejak kapan Kebijakan atau peraturan tersebut dilaksanakan? 

3. Bagaimanakah hasil implementasi seleksi terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi 
pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung? (mulai tahun 2015-
2017) 

4. Apakah dengan melalui implementasi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi 
pratama ini dapat menghasilkan pejabat yang kompeten sesuai kebutuhan 
organisasi? 

5. Apa saja tahapan yang harus dilaksanakan dalam seleksi terbuka tersebut? 

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah pelaksanaan setiap tahapan tersebut dan 
apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku? 

7. Apakah ada kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan 
seleksi terbuka tersebut di Kabupaten Tana Tidung khususnya oleh Sadan 
Kepegawaian dan Pengembangan SOM Kabupaten Tana Tidung? 

8. Tahapan apa yang paling sulit dilaksanakan atau banyak menemui kendala? 

);;> Faktor-Faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Seleksi Terbuka Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Tana Tidung. 

1. Apakah kebijakan tentang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama 
tersebut sudah pemah disosialisasikan kepada Para PNS di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung? 
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2. Apakah sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan seleksi terbuka 
yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM, meliputi Sumber 
Daya Manusia, Anggaran dan Fisik telah memadai secara kuantitas dan 
kualitas / kompetensinya? 

3. Bagaimana tanggapan, sikap atau watak pelaksana atau implementor terhadap 
pelaksanaan kebijakan seleksi terbuka di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
SOM? 

4. Apakah ada penunjukkan orang atau tim yang secara khusus bagi implementor 
u ntuk menangani kegiatan seleksi terbuka pada Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan SOM Kabupaten Tana Tidung? 

5. Apakah ada pemberian insentif bagi pelaksana atau implementor yang menangani 
seleksi terbuka terbuka pada Sadan Kepegawaian dan Pengembangan SOM 
Kabupaten Tana Tidung? 

6. Apakah terdapat petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atau Standar 
Operator Prosedur (SOP) pelaksanaan seleksi terbuka pada Sadan Kepegawaian 
dan Pengembangan SOM Kabupaten Tana Tidung? 

7. Apakah penyebaran tanggung jawab telah dilakukan dalam implementasi seleksi 
terbuka tersebut pada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SOM 
Kabupaten Tana Tidung? 
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1. Hari /Tanggal 
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1. Nama 
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4. Jabatan 
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1. Apakah Bapak/Ibu pemah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi 
pratama yang dilaksanakan di Kabupaten Tana Tidung? Jika ya mohon 
disebutkan kapan dan dimana? Dan apakah Bapak mengetahui dasar 
pelaksanaan seleksi terbuka ini? 

2. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi yang lengkap tentang pelaksanaan 
seleksi terbuka di Kabupaten Tana Tidung? 

3. Bagaimana tanggapan bapak tentang pelaksanaan seleksi yang pernah 
Bapak/ibu ikuti, mulai dari pengumuman, pemberkasan, pelaksanaan seleksi 
kompetensi dan psikotes, wawancara akhir, hingga pengumuman kelulusan? 

4. Apakah yang menjadi kendala atau hambatan bapak/ibu selama m engikuti 
seleksi terbuka di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung? 

5. Apa yang perlu dilakukan agar implementasi seleksi terbuka di lingkungan 
pemerintah Kabupaten Tana Tidung menjadi lebih baik? 
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A. Jadwal Wawancara 

8. 

C. 

1. Hari/Tanggal : Jumat, 31 Agus tus 2018 
: 09.40 Wita - selesai 2. Waktu 

Identitas Informan 
1. Na ma 
2. J en is Kelamin 
3. Us ia 
4. J a batan 
5. Unit Kerja 

: Iwanto, S .S os. M.S i. 
: Laki-laki 
: 50 Tahun 
: Kepala Sada n 
: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab . Tana 

Ti du n g 

Pertanyaan Penelitian 

:;;:. Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. 

1. Kebija kan atau peraturan apa yang mendasari da lam implementasi selek s i 
terbuka bagi jabatan pimpina n tinggi pratam a di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Tana Tidu ng? 

"Peraturan yang mendasari implementas i kebijakan tersebu t sudah jelas yaitu UV 
No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 
Tahun 2014 tentang tata cara p engisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di 
lingkungan instans i p emerintah. Dan yang terbaru. adalah PP 11 tahun 201 7 
tentang manajemen PNS". 

2. Sejak kapan Kebijakan atau peraturan tersebut diimplemen tasikan dalam 
pelaksanaan seleksi terbuka bagi jabatan pimpin an t inggi pratama di lingkungan 
pemerintah Kabupaten Tana Tidung? 

"Pemah dilaksanakan pada tahun 2015, saat itu pada mas a kep emimpinan Pj. 
Bupati, karena ada peralihan dari Bupati Defznitif p eriode I ke Periode II. Kemudian 
pada tahun 2016 p emah dilaksanakan pada bulan agustus 2016. Dan yang 
terakhir tahun 2017 sekitar bulan Maret -April 201 7". 

3. Bagaimanakah h asil implementas i seleksi terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi 
pratama d i lingkungan pemerinta h Kabupaten Tana Tidung? (mulai tahun 2015-
2017) 

"Pelaksanaan pada 201 5 menuru.t saya tidak sesuai dengan ketentuan, karena 
jabatan y ang lowong tidak ada yang untuk eselon II, namun dilaksanakan lelang 
jabatan/ seleksi terbuka pada saat itu. Selain itu ada salah p enganggaran untuk 
kegiatan tersebut yaitu menggunakan dana tida terduga. Dan juga tidak 
melibatkan tim kompeten artinya saya selaku kepala BKD tidak dilibatkan dalam 
kepanitiaan. Jadi gagal dilaksanakan, kalau tidak sa lah sampai tahap assessmen t 
kompetens i, wa wancara akhir sampai pengumuman kelulusan tidak dilakukan. 

Ketika 2016, seleks i terbuka dilaksanakan yang bekerjasama dengan tim 
assessment center Unmul Samarinda, namun tidak memberikan hasil yang 
diharapkan karena tidak memenuhi syarat jumlah pelamar, sehingga gagal dan 
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sifatnya menjadi assessment/ psikotes untuk pemetaan jabatan PNS (potential 
review) untuk eselon II, III, dan IV serta Golongan III/ b. 

Untuk 2017, seleksi dilakukan sesuai ketentuan dengan melaksanakan seluruh 
tahapan namun ada tahapan pra seleksi I tahapan persiapan yang tidak dilakukan 
yaitu tidak melapor/ koordinasi dengan KASN untuk pelaksanaan seleksi karena 
waktu yang singkat, sementara kegiatan sudah terjadwal dengan Badan Diklat 
Jawa Timur dan belum adanya sistem yang memudahkan proses pelaporan/ 
pelaksanaan seleksi. 

Menurut saya yang paling berhasil perlaksanaan seleksi terbuka adalah tahun 
2017 karena sesuai tahapan". 

4. Apakah dengan melaJui implementasi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi 
pratama ini dapat menghasilkan pejabat yang kompeten sesuai kebutuhan 
organisasi? 

"ya, melalui seleksi ini sudah dapat menghasilkan pejabat yang kompeten karena 
sudah melalui seleksi kompetensi melalui tim pansel/ penilai disesuaikan d engan 
standar kompetensi manajerial, standar kompetensi teknis dan standar kompetensi 
sosiokultural yang telah disusun sebelumnya". 

5. Apa saja tahapan yang harus dilaksanakan dalam seleksi terbuka tersebut? 

"Tahapan harus sesuai denganPermenpan RB No.13/2014 yaitu: 
1) Tahapan Persiapan : a. Pembentukan panitia seleksi, b. penyusunan dan 

penetapan standar kompetensijabatan yg lowong. 
2) Tahapan Pelaksanaan : a. Pengumuman jabatan yang lowong, b. Seleksi 

administrasi, c. Seleksi Kompetensi (dapat digabung dengan Tes kesehatan dan 
psikologi), d. Wawancara Akhir, e. Penelusuran rekam jejak, f hasil seleksi 
(penyusunan hasil kesesuaian oleh pansel) g. Konsultasi ke KASN, dan h. 
Penyampaian hasil penilaian kepada PPK. 

3) Tahapan Monitoring dan Evaluasi : a. Pelantikan pejabat yang terpilih oleh PPK 
dan b. melaporkan hasil pelaksanaan ke KASN. 

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah pelaksanaan setiap tahapan tersebut dan 
apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku? 

"Tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan terutama yang di tahun 2017. 
Selain memetakan dulu kompetensi pesertanya, pengumuman juga harus jelas dan 
terkomunikasikan dengan baik kepada seluruh PNS agar peserta yang mendaftar 
sesuai harapan, jika peserta sedikit maka akan sangat mempengaruhi jalannya 
seleksi, dan ditahapan kedua ini memiliki tahapan yang cukup banyak dan 
memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sesuai jadwal yang telah disusun, 
sedangkan untuk tahapan persiapan yaitu pembentukan panitia seleksi, saya kira 
tidak terlalu masalah karena orang-orang yang dianggap kompeten untuk menjadi 
Pansel telah ditentukan dan disetujui Bupati dengan terbitnya SK Panitia Seleksi, 
walaupun anggota pansel tersebut merupakan para pakar atau praktisi yang 
berasal dari luar kabupaten. Selanjutnya untuk tahapan seleksi administrasi, 
wawancara akhir, tidak terlalu sulit, dan seleksi kompetensi juga tidak sulit 
karena kita bekerjasama dengan assessment center Badan Diklat Prov. Jawa 
Timur yang prof esional dan sudah berpengalaman. Kemudian untuk tahapan pad a 
monitoring dan evaluasi juga tidak ada kendala yang ditandai dengan lancamya 
kegiatan pelantikan dan kitajuga mendapat rekomendasi pelantikan dari KASN". 

7. Apakah ada kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan 
seleksi terbuka tersebut di Kabupaten Tana Tidung khususnya oleh Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan SOM Kabupaten Tana Tidung? 
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